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ABSTRAK

Nama : Susiana Sudirman, S.H.
Program Studi  : Magister kenotariatan
Judul : EFEKTIFITAS PEMBERIAN JAMINAN PADA AKTA

WA'D DALAM TRANSAKSI PEMBIAYAAN LINE
FACILITY DI  PERBANKAN SYARIAH (Analisis
Pelaksanaan Pada Bank Syariah Mandiri)

Fasilitas Pembiayaan Line Facility merupakan salah satu produk
pembiayaan perbankan syariah. Dibuat dalam bentuk wa'd yang merupakan
kesepakatan atau janji dari pihak bank kepada nasabah untuk melaksanakan
sesuatu yang dituangkan ke dalam suatu dokumen AMemorandum of
Understanding. Pemberian jaminan diberikan pada akta wa'd yang merupakan
janji bank tersebut. Pembiayaan tersebut dilaksanakan dalam berbagai prinsip,
rukun dan syarat instrumen pembiayaan syariah sesuai dengan kebutuhan nasabah
yang memungkinkan timbulnya permasalahan hukum. Berdasarkan hal tersebut
diatas maka terdapat beberapa permasalahan hukum yaitu bagaimana pengaturan
mengenai pemberian jaminan dalam akta wa'd ditinjau dari hukum Islam dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bagaimana efektifitas terhadap
pemberian jaminan yang dilekatkan pada akta wa 'd. Persoalan-persoalan tersebut
diteliti dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode
kepustakaan dan lapangan. Dari permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa
dalam pembiayaan /ine facility di bank syariah pemberian jaminan merupakan hal
penting karena merupakan bentuk pengelolaan resiko oleh bank. Pada pembiayaan
line facility pemberian jaminan dilekatkan pada akta wa'd bukan pada pencairan
akad pembiayaan hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip muamalah dan
peraturan pemndang-undangan yang berlaku mengenai jaminan. Line facility tidak
difungsikan sebagai janji yang mengikat secara moral tetapi menjadi akad pokok
yang telah menimbulkan hubungan hutang piutang antara para pihak. Untuk itu
perlu pengaturan yang lebih rinci mengenai pembiayaan /ine facility dan perlu
adanya pengaturan setingkat undang-undang bagi perbankan syariah dan produk-
produknya agar konsep muamalah dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip
syariah. Hukum-hukum syariah di bidang muamalah harus disesuaikan dengan
peraturan perundang-undangan yang berfaku agar lebih fleksibel.

Kata kunci:
Jaminan, Guarantee.
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ABSTRACT

Name : Susiana Sudirman, S.H.
Study Programe : Master of Notary
Topics : EFFECTIVITY OF GUARANTEE TO WA 'D DEED ON

LINE FACILITY FUNDING TRANSACTION IN
SYARIAH BANKING (Analysis of Implementation in
PT. Bank Syariah Mandiri)

Line facility funding is among one of sharia banking funding product.
Made in form of wa’d which is an agreement or promise from bank to customer to
conduct things written in a Memorandum of Understanding document. Warrant
granted on wa’d act which is a form of bank promise. Funding is conducted in
various principal, item, nd requirements of sharia funding instrument according to
customer needs which may arise law dispute. Based on things above, found
several law problem, that is how to arrange the warrant given in wa’d act viewed
from Islamic law and valid act and how is the effectivity on warrant given
attached in wa’d act. Those problems were examined and analyzed based on
qualitative approach using dictum and field method. From that problem,
concluded that with Line Facility funding in sharia bank, warrant given in an
important matter because it is a form of banking risk management. In line facility
funding, warrant granted attached on wa’d act, not on fund agreement payment.
That matter is not congruent with muamalah principal and valid act about warrant.
Line facility is not functioned as promise that bound morally but as basic
agreement that arise debt-credit relationship. Hence, need more detail arrangement
about line facility funding and need rule with level equivalent with act to sharia
banking and its product so that muamalah concept can be conduct congruent with
sharia principal. Sharia Jaw in muamalah sector has to be adjusted with valid rule
so can be more flexible.

Key Words:
Guarantee,
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

Pada sebagian besar bangsa Indonesia, unsur keagamaan mempunyai
arti dan peranan penting dalam pandangan hidup mereka, hal tersebut
ditegaskan dalam dasar negara Pancasila dan Pasal 29 Undang-undang Dasar
1945. Setiap penduduk Indonesia berhak untuk menentukan agama yang
akan mereka anut.

Indonesia merupakan Negara dengan penduduk yang mayoritas
beragama Islam, sehingga mempengaruhi perkembangan hukum di
Indonesia. Oleh karena itu perkembangan sistem perekonomian syariah dapat
diterima dengan cepat. Hal tersebut ditandai dengan berdirinya Bank
Muamalat pada tahun 1992 yang pada saat itu merupakan satu-satunya bank
yang berbasis syariah. Gagasan adanya lembaga perbankan yang beroperasi
berdasarkan prinsip syariat Islam berkaitan erat dengan gagasan terbentuknya

suatu sistem ekonomi Islam.lAdapun prinsip-prinsip sistem perekonomian

' Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI,
TAKAFUL dan Pasar Modal Syariah di Indonesia), cet.4, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2004), hal.1.
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Islam yang diadopsi dalam kegiatan operasional Perbankan Syariah adalah

sebagai berikut.”

. Perekonomian masyarakat luas bukan hanya masyarakat muslim akan
menjadi baik bila menggunakan kerangka kerja atau acuan norma-
norma Islami.

2. Keadilan dan persaudaraan menyeluruh.

3. Keadilan distribusi pendapatan.

4, Kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial konsep Islam
sangat jelas.

Bank Syariah atau dengan kata lain disebut Bank Islam adalah
lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa
dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya
disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.  Dengan kata lain
merupakan bank yang dijalankan dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah,
atau dengan kata lain mengacu pada al-Qur’an dan Hadist. Oleh karena itu
setiap transaksi dalam perbankan syariah harus didasarkan pada Hukum
Islam, termasuk setiap perjanjian atau perikatan dalam produk dan jasa
perbankan syariah,

Dalam setiap transaksi perbankan syariah terdapat perjanjian atau
perikatan yang biasa disebut akad dalam hukum Islam. Pada Buku 11 Kitab

Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dijelaskan bahwa:

2 Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Prakiik, cet.1, (Jakarta: Gema
Insani Press dan Tazkia Cendekia, 2001), hal. 10-17.
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Perikatan adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta
benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk
menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang
lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.’
Dapat disimpulkan bahwa apabila ada dua orang atau dua pihak saling
berjanji untuk melakukan atau memberikan sesuatu berarti masing-masing
orang atau pihak itu mengikatkan diri kepada yang lain untuk melakukan
atau memberikan sesuatu yang mereka perjanjikan. Dengan kata lain, antara
keduanya tercipta suatu ikatan yang timbul dari tindakan mereka membuat
janji. Tkatan tersebut berwujud adanya hak dan kewajiban yang harus
dipenuhi oleh masing-masing pihak.*
Sumber-sumber perikatan dalam hukum Indonesia menurut Pasal
1233 KUH Perdata ada 2 (dua) yaitu:®
1. Perjanjian;
2. Undang-undang
Sedangkan sumber-sumber perikatan menurut Hukum islam meliputi S
(lima) macam yaitu:®
1. Akad (al-'aqd),
2. Kehendak sepihak (al-iradah al-munfaridah),

3. Perbuatan merugikan (a/-fi 7 adh-dharr),

3 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Cet 26, (Jakarta: PT. Intermasa, 1994) , hal.122.

¥ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih
Muamalat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 43.

3 Ibid,, hal. 45.

¢ Anwar, op.cit., hal. 60.
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4. Perbuatan bermanfaat (a/-fi '/ an-nafi’),
5. Syarak.

Dua konsep dasar aturan perjanjian dalam Islam adalah wa'd dan
akad. Wa'd adalah perjanjian satu pihak. Pengingkaran terhadap wa'd tidak
bisa dituntut. Sementara itu, akad adalah kontrak. Dalam akad, dua pihak
saling berjanji sehingga ikatan terhadap persetujuan itu kuat. Karena wa'd
saja tidak kuat secara hukum, maka dalam perbankan syariah, wa'd diubah
menjadi wa'd ala wa'd (promise over promi.s“e).7

Akad adalah pertalian jjab dengan gabul menurut cara-cara yang
disyariatkan yang berpengaruh terhadap objeknya.® Dapat dikatakan bahwa
akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad merupakan

pertemuan jjab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan gabd

yang menyatakan kehendak pihak lain.” Sedangkan wa 'd adalah:

Janji (promese) antara satu pihak kepada pihak lainnya hanya
mengikat satu pihak saja. 7erms dan Condition-nya tidak well-
defined, atau belum ada kewajiban yang ditunaikan oleh pihak
manapun, walaupun ferms dan condition-nya sudah well-deﬁned.'o

Di dalam figih muamalah, konsep akad dibedakan dengan konsep

wa'd (janji). Wa'd merupakan janji antara satu pihak kepada pihak lainnya.

yang mengikat satu pihak saja, yaitu pihak yang memberi janji berkewajiban

7 Adiwarman  Karim, "Kuliah Umum SBM: Perbankan  Syariah™,
(http;//www itb.ac.id/news/trackback/548), diakses 04 Februari 2008.

® Heri Sudarsono dan Hendi Yogi Prabowo, Istilah-istilah Bank dan Lembaga Keuangar
Syariah, Cet.4, (Yogyakarta: Ul Press, 2006), hal. 4.

? Anwar, op.cit., hal. 68-69.

1% Sudarsono dan Prabowo, op.cit., hal. 162.
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untuk melaksanakan kewajibannya, sedangkan pihak yang diberi janji tidak
memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Dalam wa’d, terms and
condition-nya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik, sehingga pihak
yang melakukan wanprestasi (tidak memenuhi janjinya), hanya akan

menerima sanksi moral saja tanpa ada sanksi hukum.""

Wa ‘d merupakan satu prinsip penting dalam sistem muamalah Islam.
Malah status wa'd menempati kedudukan yang tinggi dalam Islam sehingga

seseorang yang mengingkari janji dianggap munafik dan mengundang
malapetaka Allah di akhirat kelak. Dari segi syariah, janji atau wa ‘d memben
komitmen kepada seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu
di masa depan.12
Dalam perjanjian wa'd ini hanya satu pihak saja yang berjanji dan
mengikatkan diri sedangkan pihak yang lain tidak. Sebagai contoh bank
berjanji dan mengikatkan diri untuk memberi plafon sejumlah uang tertentu
dan untuk jangka waktu tertentu kepada seseorang yang membutuhkan dana,
sedangkan pihak yang meminjam uang tidak berjanji apapun akan tetapi
pihak yang meminjam uang tersebut tetap menandatangani akta wa 'd. Dalam

perjanjian wa’'d ini dapat dibuat beberapa akad sesuai dengan rermin atau

kebutuhan pihak yang meminjam uang.

" “Dasar Figh Ekonomi Islam: Teori Akad dalam Figh Ekonomi Islam,*
(http://kasei.com/artikel), 04 Februari 2008.
2 Asyra  Wajdi Dusuki, “Menelusuri status

janji dalam  muamalah”,
(http.//www.google.com) , diakses 04 Februari 2008.
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Peraturan mengenai wa'd terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 45/DSN-MUL/11/2005 Tentang
Line Facility (At-Taslihat). Line facility adalah suatu bentuk fasilitas plafon
pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada
nasabah tertentu dalam jangka waktu tertentu yang dijalankan berdasarkan
prinsip syariah."

Perjanjian wa'd ini dituangkan dalam suatu dokumen Memorandum
of Understanding (MoU) sehingga memenuhi asas kebebasan berkontrak dan
memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sesuai dalam Pasal 1320 dan Pasal
1338 KUH Perdata Indonesia.

Dalam akta wa'd terdapat dua pasal janji, yaitu Pasal pertama
berhubungan dengan apa janji itu sendiri, pasal kedua berhubungan dengan
apa konsekuensinya bila janji itu tidak dilakukan. Akan tetapi dalam akta
wa'd tidak diatur pasal mengenai pemberian jaminan. Biasanya jaminan atas
wa 'd dilekatkan pada akta akad yang merupakan realisasi dari akta wa 'd,

Pemberian jaminan dalam pembiayaan pada akta wa'd ini sama
dengan pemberian jaminan dalam kredit perbankan konvensional. Mengenai
penjaminan utang, dalam hukum positif di Indonesia terdapat berbagai
peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan

jaminan pinjaman yang sering disebut dengan sebutan hukum jaminan. "

1> Abdul Ghofur Anshori, Payung Hukum Perbankan Syariah (Undang-undang di Bidang
Perbankan, Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan Bank Indonesia), (Yogyakarta: Ull Press, 2007), hal
179.

14 M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 102.
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Dari beberapa ketentuan yang berlaku dibidang perbankan dapat
disebutkan bahwa jaminan hampir selalu dipersyaratkan pada setiap
pembiayaan. Fungsi dari jaminan atas pembiayaan adalah sebagai berikut: "°
1. sebagai pengamanan pelunasan pinjaman (pembiayaan),
2. sebagai pendorong motivasi Debitur,
3. sebagai fungsi yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan perbankan.

B. POKOK PERMASALAHAN
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat

diidentifikasikan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai pemberian jaminan dalam akta wa'd
pada pembiayaan line facility ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku?

2. Bagaimanakah efektifitas terhadap pemberian jaminan yang dilekatkan
dalam akta wa 'd?
C. METODE PENELITIAN

Pembuatan suatu karya ilmiah harus disusun secara jelas, tegas dan
sistematis berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang diperoleh di lapangan.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini antara lain sebagai berikut.

1. Tipe Penelitian

Normatif, yaitu dalam hal ini penulis ingin menguraikan pembahasan
mengenai pelaksanaan perjanjian Wa'd sebagai salah satu bentuk

perjanjian yang digunakan dalam transaksi perbankan syariah.

'3 Ibid., hal. 102-105.
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2. Sifat Penelitian
Menurut sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena
bermaksud untuk menjelajahi kaidah hukum dan memperoleh informasi
yang selengkap-lengkapnya mengenai pelaksanaan pemberian jaminan
dalam perjanjian Wa'd sebagai salah satu bentuk perjanjian yang
digunakan dalam transaksi perbankan syariah dan kemudian akan
dianalisis secara normatif.
3. Sumber Data
a. Sumber Primer
Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri
antara lain peraturan perundang-undangan di bidang perbankan,
Peraturan Bank Indonesia mengenai Bank yang melakukan kegiatan

di bidang syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

Indonesia.

b. Sumber Sekunder
Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai
bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian , dan seterusnya.

c. Sumber tertier

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer

dan sekunder contohnya kamus, dan sebagainya.
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4. Analisis Data

Analisis penelitian dilakukan secara kualitatif baik terhadap data

sekunder maupun data primer yang sudah dikumpulkan dan diolah guna

perumusan kesimpulan,

Data juga diperoleh melalui penelitian pustaka dengan cara mengkaji buku-
buku maupun artikel lain yang berhubungan dengan objek yang hendak
diteliti yang terdapat pada perpustakaan Universitas Indonesia serta
perpustakaan lain dan dengan melakukan wawancara dengan nara sumber
yang berkompeten dalam bidang perbankan syariah. Semua data yang telah

dikumpulkan disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk tesis dan

akan diambil suatu kesimpulan.

SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dalam penulisan tesis ini adalah terdiri atas 3 (tiga) bab
yang saling berkaitan, untuk melihat hubungan yang jelas antara satu bab

dengan bab lainnya dibuat sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang

masalah, pokok permasalahan, metode penelitian, dan sistematika

penulisan.

BABII PEMBERIAN JAMINAN PADA AKTA WA’D DALAM

TRANSAKSI PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH

Bab 1 terdiri dari 5 (lima) sub bab yaitu sub bab pertama

membahas perbankan syariah di Indonesia, sub bab kedua
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membahas wa'd menurut hukum perikatan Islam, sub bab ketiga
membahas jaminan menurut hukum Islam, sub bab keempat
mengenai pemberian jaminan pada akta wa'd dalam transaksi
pembiayaan perbankan syariah di Bank Syariah Mandiri dan
keseluruhan sub bab akan dianalisa dalam sub bab kelima yaitu
analisis efektifitas pemberian jaminan pada akta wa'd dalam
transaksi pembiayaan perbankan syariah di Bank Syariah
Mandiri.
BAB I11 PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari
pokok permasalahan yang diajukan dan apabila terdapat fakta
baru yang tidak termasuk dalam jawaban permasalahan akan
dimasukkan kedalam saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat

bagi perkembangan hukum perbankan di Indonesia.
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BAB II
EFEKTIFITAS PEMBERIAN JAMINAN PADA AKTA WA’D DALAM
TRANSAKSI PEMBIAYAAN LINE FACILITY PADA PERBANKAN

SYARIAH

A. PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
1. Sejarah Perkembangan dan Landasan Yuridis

Salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat
dibutuhkan keberadaannya di dunia ekonomi adalah kegiatan usaha
lembaga keuangan perbankan, oleh karena fungsinya sebagai pengumpul
dana yang sangat berperan demi menunjang pertumbuhan ekonomi suatu
bangsa. '® Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada
masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam
rangka peningkatan taraf hidup rakyat banyak."”

Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya
memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta

peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip

' Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di
Indonesia, Cet.3, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 51.

' Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
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Syariat Islam. '8 Istilah lain yang digunakan untuk sebutan bank Islam
adalah bank syariah. Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan
kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian
berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan
dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang
dinyatakan sesuai dengan syariah."?

Istilah umum yang sering dipakai di dunia perbankan adalah Bank
Syariah. Secara akademik, istilah Islam dan Syariah memang mempunyai
pengertian yang berbeda. Namun secara teknis untuk penyebutan Bank
Islam dan Bank Syariah mempunyai pengertian yang sama.”

Pada prinsipnya bank Syariah merupakan lembaga intermediasi
dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem
nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan
spekulatif yang non produktif seperti perjudian (maysir), bebas dari hal-hal
yang meragukan dan tidak jelas (gharar), berprinsip keadilan dan hanya
membiayai kegiatan usaha yang halal. Dengan kata lain biasa disebut
sebagai anti MAGHRIB (maysir, gharar, riba dan bathil).*!

Wacana mengenai bank syariah muncul pada awal periode 1980-an.
Pelaksanaan keinginan untuk menerapkan prinsip syariah di bidang

lembaga keuangan di tanah air dimulai dengan berdirinya lembaga

'% Sumitro, op.cit., hal. §.

19 Ascarya dan Diana Yumanita, Bank Syariah: Gambaran Umum, (Jakarta: Bank
Indonesia, 2005), hal. 1.

2% Sumitro, op.cit., hal. 5.

2 Ascarya, op.cit., hal 4.
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keuangan Baitut Tamwil yang berstatus Badan Hukum Koperasi pada
tahun 1980-an.?

Dengan adanya Deregulasi Perbankan Paket 1 Juni 1983, memberi
keleluasaan penentuan tingkat suku bunga hingga 0%. Hal ini berlangsung
hingga dikeluarkannya Paket Kebijaksanaan Pemerintah Bulan Oktober
(PAKTO) pada tanggal 27 Oktober 1988 yang berisi tentang liberalisasi
perbankan yang memungkinkan pendirian bank-bank baru selain bank-
bank yang telah ada.??

Dikeluarkannya PAKTO bertujuan untuk membuka peluang bisnis
perbankan seluas-luasnya guna memobilisasi dana masyarakat untuk
menunjang pembangunan. Setelah dikeluarkannya PAKTO, menjadi awal
pendirian Bank-bank Perkreditan Rakyat Syariah di beberapa daerah di
Indonesia.

Akan tetapi prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam
atau bank syariah di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990.>' Secara
kelembagaan bank syariah pertama kali yang berdiri di Indonesia adalah
Bank Muamalat Indonesia (BMI), kemudian baru menyusul bank-bank
lain yang membuka jendela syariah (islamic window) dalam menjalankan

kegiatan usahanya.”

2 Dewi, op.cit., hal. 58.

2 Wirdyaningsih.et al., Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, cet.2, (Jakarta: Kencana,
2006), hal. 50.

24 Antonio, op.cit., hal. 25.

25 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 2007), hal. 30.
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Melalui islamic window ini, bank-bank konvensional dapat
memberikan jasa pembiayaan syariah kepada nasabah melalui produk-
produk yang bebas dari unsur riba (usury), gharar (uncertainty) dan
maysyir (speculative) dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha
Syariah (UUS) yaitu unit keja pada kantor pusat bank umum
konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang
syariah dan atau unit syariah.®

Perbankan syariah di Indonesia mulai dikembangkan sejak
berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Undang-undang ini telah memberikan landasan hukum bagi beroperasinya
perbankan syariah secara legal dan menjadi milestone penting yang
menandai berlakunya dwal banking system di Indonesia, yaitu
beroperasinya Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam sistem
perbankan Nasional.”’

Landasan hukum berlakunya perbankan syariah disempurnakan
dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang
merupakan amandemen dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992.
Dengan demikian, legalisasi kegiatan perbankan syariah melalui Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 merupakan jawaban atas

permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan

26 1bid.

" Wendra Yunaldi, Potret Perbankan Syariah di Indonesia: Melacak Keabsahan
Landasan Yuridis Praktek Perbankan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Centralis, 2007), hal. 2.

Efektifitas pemberian..., Susiana Sudirman, FH Ul, 2008



15

alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan atau jasa keuangan

yang sehat juga memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Tujuan bank syariah secara umum adalah untuk mendorong dan

mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan

kegiatan perbankan, finansial, komersial dan investasi sesuai kaidah

syariah. Hal ini yang membedakan bank syariah dengan bank

konvensional yang tujuan utamanya adalah mencapai keuntungan setinggi-

tingginya.

Berbagai pertimbangan mengapa konsep dual banking system yang

dipakai adalah.”®

a.

Pengembangan perbankan syariah pada awalnya ditujukan dalam
rangka pemenuhan pelayanan jasa perbankan bagi segmen
masyarakat yang belum memperoleh pelayanan jasa perbankan
karena sistem perbankan konvensional dipandang tidak sesuai dengan
prinsip syariah yang diyakini.

Pengalaman krisis perbankan yang terjadi sejak tahun 1998
membuktikan bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip syariah
dapat bertahan di tengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga
bank yang tinggi. Keadaan ini didukung oleh karakteristik kegiatan
usaha bank syariah yang melarang bunga bank (riba) dan
menggantikannya dengan nisbah bagi hasil sebagai penggantinya

(profit/loss sharing contract), serta melarang transaksi keuangan yang

® Anshori, op.cit., hal. 34.
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bersifat spekulasi (al-gharar) dan tanpa didasarkan pada kegiatan
usaha riil. Keberadaan dua sistem perbankan yang berkembang secara
pararel (dual banking system) serta mempunyai hubungan keuangan
yang terbatas satu sama lain akan menciptakan diversifikasi risiko
keuangan secara lebih beragam, yang akhirnya akan dapat
mengurangi problem systemic risk pada saat terjadi krisis keuangan.

c. Pengembangan perbankan syariah juga dilakukan dalam rangka
pengembangan  sistem  perbankan  alternatif yang memiliki
karakteristik dan keunggulan tertentu dibandingkan dengan sistem
perbankan konvensional.

d. Dalam jangka panjang, dengan berkembangnya bank-bank syariah
yang sehat serta memberikan jasa pelayanan yang kompetitif akan
dapat mendorong peningkatan aliran modal masuk dari dunia
internasional, khususnya dari lembaga atau pihak-pihak yang
mempersyaratkan pola transaksi dengan prinsip syariah,

e. Karena kegiatan pembiayaar bank syariah didasarkan investasi riil
dan participation system suplai uang dari sistem perbankan syariah
sangat erat dengan kebutuhan transaksi pelaku ekonomi secara riil,
alokasi sumber daya keuangan juga merupakan respons langsung

terhadap kapasitas produksi dan ouput sektor riil.
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Dengan demikian secara tegas dapat dikatakan bahwa melalui
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, eksistensi dan
perbankan syariah di Indonesia benar-benar telah diakui.??

Kegiatan Usaha dan Operasional Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank dengan prinsip bagi hasil yang
merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam
pengerahan dananya maupun dalam penyaluran dananya (dalam perbankan
syariah penyaluran dana biasa disebut dengan pembiayaan).”’

Visi perbankan Islam umumnya adalah menjadi wadah terpercaya
bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi dengan sistem bagi hasil
secara adil sesuai prinsip syariah, sedangkan misi utama perbankan Islam
adalah memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan memberikan
maslahat bagi masyarakat luas.*'

Secara garis besar bila merujuk pada Surat Keputusan Direksi
Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tentang bank umum berdasarkan
prinsip syariah tentang kegiatan yang dapat dilakukan oleh bank syariah
sebagaimana diatur dalam Bab VI Pasal 28 menyebutkan bahwa bank

wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya.’?

¥ Ibid., hal 37.

% Ascarya. op.cit., hal.14.

3! Wirdyaningsih, op.cit., hal.15.
32 Yunaldi, op.cit., hal.24-26.
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Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat
dibagi menjadi 3 (tiga) bagian besar, yaitu sebagai berikut.>
a. Produk Penghimpunan Dana (funding),
Sebagai salah satu lembaga yang berfungsi untuk menghimpun dana
masyarakat, bank syariah harus memiliki sumber dana yang optimal
sebelum disalurkan kembali ke masyarakat. Sumber dana yang dapat
dihimpun dari masyarakat terdiri dari 3 (tiga) jenis dana yaitu modal,
titipan (a/-Wadi'ah) dan investasi (mudharabah).**
1) Modal
Merupakan dana (dalam bentuk pembelian saham) yang diserahkan
oleh pemilik yang mempunyai hak untuk memperoleh deviden dan
penggunaan modal yang disertakan tersebut. Mekanisme
penyertaan modal pemegang saham dapat dilakukan melalui
musyarakah fi sahm asy-syarikah atau equity participation pada
saham perseroan bank.”
2) Titipan (A/-Wadi'ah)
Salah  satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam
penghimpunan dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan.*®

Al-Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke

33 Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Figih dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2007), hal.97.

** Dewi, op.cit., hal.80.
* Ibid., hal 81,
% Ibid,
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pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga

dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.”’

Pada umumnya terdapat 2 (dua) jenis A/-Wadi'ah yaitu Wadi'ah

Yad Al-Amanah dan Wadi'ah Yad adh-Dhamanah.

a) Wadi'ah Yad Al-Amanah (Trustee Depository)

Pihak penyimpan tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan
atau kehilangan barang yang disimpan, yang tidak diakibatkan
oleh perbuatan atau kelalaian penyimpanan,®®

Wadi'ah Yad Al-Amanah mempunyai karakteristik sebagai

berikut.”’

(1) Harta atau benda yang dititipkan tidak boleh
dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.

(2) Penerima titipan (Bank) hanya berfungsi sebagai
penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk
menjaga barang yang dititipkan tanpa mengambil
manfaatnya.

(3) Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan
untuk membebankan biaya (fee) kepada yang menitipkan,

Dalam perbankan syariah bentuk aplikasi Wadi'ah Yad Al-

Amanah berupa safe deposit box.

37 Antonio, op.cit., hal.85.
* Sumitro, op.cit.. hal.31.

% Dewi, op.cit., hal 82.
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b) Wadi'ah Yud adh-Dhamanah (Guarantee Depository)
Pihak penyimpan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat
memanfaatkan barang yang dititipkan dan bertanggung jawab
atas kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan.** Prinsip
ini diaplikasikan dalam produk giro dan tabungan.
3) Investasi (Mudharabah)
Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpan atau
deposan bertindak sebagai shahibwl maa! (pemilik modal) dan
bank sebagai mudharib (pengelola). " Pemilik dana sebagai
deposan berperan sebagai investor murni yang menanggung aspek
sharing risk dan refurn dari bank, jadi deposan bukan sebagai
lender atau kreditor bagi bank.
Secara garis besar, mudharabah terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu
Mudharabah Muthlagah dan Mudharabah Mugayyadah.
a) Mudharabah Muthlagah (General Investment)
Dalam prinsip ini hal utama yang menjadi cirinya adalah
shahibul maal tidak memberikan batasan-batasan atas dana
yang diinvestasikannya atau dengan kata lain mudharib dibeni
wewenang penuh mengelola tanpa terikat waktu, tempat, jenis

usaha dan jenis pelayanannya. *?

*° Sumitro, op.cit., hal 31-32.
' Karim, op.cit., hal.108.
2 Dewi, op.cit., hal 83-84.

Efektifitas pemberian..., Susiana Sudirman, FH Ul, 2008



21

b) Mudharabah Mugqayyadah (Special Investment)
Pada jenis akad ini, shahibul maal memberikan batasan atas
dana yang diinvestasikannya. Mudharib hanya bisa mengelola
dana tersebut sesuai dengan batasan jenis usaha, tempat dan
waktu tertentu saja. Aplikasinya dalam perbankan adalah
special investment based on restricted mudharabah.®
b. Produk Penyaluran Dana (financing)
Dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat, secara garis besar
produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 4 (empat) kategori yang
dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu sebagai berikut.**
1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli
Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya
perpindahan kepemilikan barang atau benda (transfer of property).
Transaksi ini dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan
waktu penyerahan barangnya, yaitu sebagai berikut.*
a) Pembiayaan Murabahah
Merupakan transaksi jual beli yang menyebutkan jumlah
keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual sedangkan
nasabah sebagai pembeli, dimana harga jual adalah harga beli

bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin).

 Ibid., hal.84.
“ Karim, op.cit., hal. 97.
* Ibid., hal 98
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b) Pembiayaan Salam
Merupakan transaksi jual beli atas barang yang belum ada
sehingga barang diserahkan secara tangguh sementara
pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli
dan nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi ini kuantitas,
kualitas, harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan
secara pasti. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga
beli bank dari nasabah ditambah keuntungan.

c) Pembiayaan Istishna’
Pembiayaan istishna' hampir sama dengan produk salam, akan
tetapi dalam istishna’ pembayaran dapat dilakukan dalam
beberapa kali (termin) pembayaran.

2) Pembiayaan dengan prinsip sewa

Prinsip sewa (ljarah) dilandasi dengan adanya perpindahan

manfaat. Pada dasamya ifara/ hampir sama dengan prinsip jual

beli, akan tetapt berbeda pada obyek transaksinya. Pada jual beli

obyek transaksinya adalah barang, sedangkan pada ijarah obyek

transaksinya adalah jasa.
3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
Produk pembiayaan syariah yang didasarkan pada prinsip bagi

hasil adalah sebagai berikut.

Efektifitas pemberian..., Susiana Sudirman, FH Ul, 2008



23

a) Pembiayaan Musyarakah
Dalam definisi sederhana musyarakah dapat diartikan dimana
dua pihak atau lebih menyatukan modalnya untuk membentuk
suatu Perseroan Terbatas (PT) sebagai legal entity dan masing-
masing mempunyai hak pengawasan sehingga untung dan rugi
dibagi secara proporsional sesuai dengan modal yang
diinvestasikan.*

b) Pembiayaan Mudharabah
Merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana
pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%)
modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.*’

roduk Jasa Pelayanan (Seivice)

)

Selain dari jenis-jenis pembiayaan utama tersebut di atas, perbankan
syariah juga menyelenggarakan pelayanan-pelayanan dengan
memperoleh upah atau fee sebagaimana yang dilakukan perbankan
konvensional pada umumnya, jenis-jenis pelayanannya adalah sebagai
berikut.®®
1) Al-Kafalah

Yaitu pemberian jaminan oleh bank sebagai penanggung (kafil)

kepada pihak ketiga atas kewajiban pihak kedua (yang ditanggung,

“ Yunaldi, op.cit., hal.33.
a Antonio, op.cit., hal.95.

* Wirdyaningsih, et al, op.cit., hal.130.

Efektifitas pemberian..., Susiana Sudirman, FH Ul, 2008



24

makfuul ‘anhu atau ashil).*’ Tujuan al-Kafalah adalah untuk
menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. *® Untuk
jasa-jasa ini bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang
diberikan>'

2) Al-Hawalah
Yaitu jasa pengalihan tanggung jawab pembayaran utang dari
seseorang yang berutang kepada orang lain.*? Dalam hal ini ada
tiga pihak, yaitu pihak yang berutang (muhl/if), pihak yang
memberi utang (muhal) dan pihak yang menerima pemindahan
(muhal ‘alaih)”

3) Al-Wakalah
Merupakan akad perwakilan antara dua pihak, yaitu jasa
melakukan tindakan atau pekerjaan mewakili nasabah sebagai
pemberi kuasa.

4) Ar-Rahn
Rahn diartikan sebagai menahan salah satu harta milik si
peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

Dengan kata lain Rahn adalah jaminan utang atau agunan.

* Ibid.

30 Karim, op.cit., hal.107.
51 Ibid,

52 Ibid., hal.132.

%3 Dewi, op.cit., hal.93-94.
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S) Al-Qardh
Merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih
kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan
imbalan.> Dalam literatur fiqih klasik, gardh dikategorikan dalam
aqd tathawwui atau akad saling membantu dan bukan transaksi
komersial.*®
B. AKTA WA’D MENURUT HUKUM PERIKATAN ISLAM
1. Konsep perikatan Islam

Menurut hukum figih, perikatan termasuk kedalam bidang
muamalah atau kemasyarakatan yang mencakup berbagat aspek kehidupan
masyarakat dalam arti yang luas antara lain aspek hukum, sosial, politik,
ekonomi, dan sebagainya. Perikatan itu sendiri masuk dalam bidang
hukum dari segi keperdataan.

Dalam al-Qur’an dikenal 2 (dua) istilah yang berkaitan dengan
perjanjian, yaitu akad (a/-Aqgdu) dan kata ‘ahd (a/-Ahdu). Kata akad, secara
etimologis berarti perjanjian, perikatan dan permufakatan (a/-/ttigaf). Al-
Qur’an memakai kata ini dalam arti perikatan dan perjanjian.’® Hal ini
dapat dilihat dalam surat al-Maidah ayat 1:

[ai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-aqad itu.

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan

kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan
berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya

5 Ibid., hal.95.
%% Antonio, op.cit.. hal 131,

* Faturrahman Djamil “Hukum Perjanjian Syariah”, dalam Kompilasi Hukum Perikatan
oleh Mariam Darus Badzrulzaman ¢f al., Cet.1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 247.
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Allah menetapkan hukum hukum menurut yang dikendaki-Nya.
(QS. Al-Maidah: 1y’

Sedangkan kata al-Ahdu, secara etimologis berarti masa, pesan,
penyempurnaan dan janji atau perjanjian. Hal ini dapat dilihat dalam al-
Qur’an surat an-Nahl ayat 91 dan al-Isra ayat 34.

Surat an-Nahl: 91

Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan

janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudaf!

meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai

saksimu (terhadap sumpah-sumpah itu). Sesungguhnya Allah
mengetahui apa yang kamu perbuat. (QS. An-Nahl: 91).%8

Surat al-Isra: 34

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan

cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah

janji, sesunm‘uhnza Jjanji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

(QS. Al-lsra: 34).

Kata yang umum digunakan dalam muamalah adalah kata akad.
Menurut para ahli hukum Islam, kata akad didefinisikan sebagai berikut,
yaitu hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang

menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada obyek perikatan.60

Akad (ikatan, keputusan atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan

%" Departemen Agama Republik Indonesia, A/-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: CV
Gema Risalah Press, 1993), hal. 156.

58 Ibid., hal. 415-416.
5 Ibid., hal. 429.
 Djamil, op.cit., hal. 247.
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atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan
nilai-nilai syariah.%'

Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang
menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu
pihak, seperti wakaf, talak dan sumpah, maupun yang muncul dari dua
pihak seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai.%? Secara khusus akad
berarti keterkaitan antara jjab (pernyataan penawaran atau pemindahan
kepemilikan) dan gabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam
lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.®’

Istilah akad lebih umum dan mempunyai daya ikat kepada para
pihak yang melakukan perikatan. Karena itu istilah akad dapat disamakan
dengan istilah perikatan. Rumusan akad tersebut mengindikasikan bahwa
perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk
mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal
yang khusus.*

Dari definisi di atas, tampak bahwa perikatan menurut hukum figih
Islam (akad) lebih umum sifatnya dan cakupannya lebih luas daripada
pengertian perikatan dalam hukum perdata. Hal ini dapat dilihat dan
keterkaitan antara Hukum Perikatan itu sendiri dengan Hukum Islam yang

melingkupinya yang tidak semata-matz mengatur hubungan antara

hal. 35.

! Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007),

2 Ibid.
3 1bid,
%4 Ibid., hal. 248.
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manusia dengan manusia saja, tapi juga hubungan antara manusia dengan
Sang Pencipta (Allah SWT) dan dengan alam lingkungannya.’

Pendapat lain dari Adiwarman Karim menyatakan bahwa figih
muamalat Islam membedakan antara Wa'd dengan 4kad. Wa'd merupakan
janji (promise) antara satu pihak kepada pihak lainnya, sementara Akad
adalah kontrak dua belah pihak. Wa'd hanya mengikat satu pihak, yakni
pihak yang memberi janji berkewajiban untuk melaksanakan
kewajibannya, sedangkan pihak yang memberi janji tidak memikul
kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Dalam wa'd syarat dan
ketentuannya (term and condition) belum ditetapkan secara rinci dan
spesifik sehingga bila pihak yang memberikan janji untuk melakukan
kewajiban sesuatu tidak melaksanakannya maka yang dapat diberikan
hanya sanksi moral karena telah ingkar janji (wanprestasi).% Dilain pihak,
Akad wmengikat kedua belah pitiak yang saling bersepakat yakni masing-
masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu.
Dalam akad syarat dan ketentuannya {term and condition) telah ditentukan
secara rinci (well defined). Bila salah satu pihak atau kedua belah pihak
yang terikat dalam kontrak tidak memenuhi kewajibannya (wanprestast),
maka pihak yang wanprestasi akan menerima sanksi seperti yang telah

ditentukan dalam akad.

> Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam di
Indonesia, Cet.2, (Jakarta: Kencana, 2006), hal 4.

% Dalam Islam sanksi moral bagi orang yang ingkar janji adalah munafik yang salah satu
eirinya adalah bila dipercaya ia khianat dan bila berjanji ia ingkar.
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Perbedaan Wa’d dan Akad

No. Wa’d Akad

1. | Hanya 1 (satu) pihak yang berjanji kepada Merupakan kontrak antara kedua belah
pihak lainnya. pihak.

2. | Hanya pihak yang memberi janji yang Mengikat kedua belah pihak yang saling
melakukan kewajibannya, sedangkan pihak bersepakat untuk melaksanakan
yang lain tidak memiliki kewajiban apa-apa. kewajibannya masing-masing.

3. | Term and Condition atau syarat dan Term and Condition atau syarat dan
ketentuannya belum ditetapkan secara rinci. ketentuannya telah ditetapkan secara rinci

dan spesifik (well defined).
4. | Bagi pihak yang wanprestasi hanya terkena

sanksi moral.

Bagi pihak yang wanprestasi terkena

sanksi yang telah ditetapkan dalam akad.

Dalam perbankan syariah istilah wa 'd dapat dipersamakan dengan

MoU. Secara gramatikan MoU diartikan sebagai nota kesepahaman.

Dalam Black’s Law Dictionary diartikan bahwa memorandum adalah

dasar untuk memulai penyusunan kontrak secara formal pada masa datang

(is to serve as the basis of future formal contract), sedangkan

understanding diartikan sebagai pernyataan persetujuan secara tidak

langsung terhadap hubungannya dengan persetujuan lain, baik secara lisan

maupun secara tertulis (an implied agreement resulting from the express

term of another agreement, whether written or oral ¥’

Dari terjemahan kedua kata tersebut, dapat dirumuskan pengertian

MoU adalah dasar penyusunan kontrak pada masa datang yang didasarkan

7 Salim HS, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, Perancangan Kontrak dan
Memorandum of Understanding, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 46,
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pada hasil permufakatan para pihak baik secara tertulis maupun lisan.®
Unsur-unsur dari MoU adalah.%
a. MoU sebagai perjanjian pendahuluan.

b. Isi MoU adalah mengenai hal-hal yang pokok.

Isi MoU dimasukkan dalam kontrak.

Asas-asas Perjanjian Syariah

Menurut Hukum Islam terdapat asas-asas dari suatu perjanjian.

Asas-asas ini akan mempengaruhi sah atau tidaknya suatu akad. Ketika
asas-asas ini tidak terpenuhi, maka perikatan (akad) yang dibuat menjadi
tidak sah atau batal. Asas-asas ini antara lain:"

a. Al-Hurriyah (kebebasan)

Asas ini_merupakan prinsip mendasar dari suatu perjanjian. Pihak-
pihak yang melakukan perikatan memiliki kebebasan untuk membuat
perjanjian, baik dalam menentukan obyek yang diperjanjikan maupun
syarat-syarat yang akan dimasukkan dalam akad, termasuk cara yang
disepakati untuk menyelesaikan perselisihan. Kebebasan ini
diperbolehkan selama mengacu atau berpedoman pada ketentuan
syariah Islam. Asas ini bertujuan untuk menjaga agar tidak terjadi
penganiayaan antara para pihak dalam membuat akad dan juga
menghindari semua bentuk paksaan, tekanan dan penipuan dari pihak

manapun,

8 Ibid,
% Ibid., hal. 47.
" Djamil, op.cit., hal. 249-251.
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b. Al-Musawah (persamaan atau kesetaraan)

C.

€.

Asas ini memberikan landasan atau dasar bahwa kedua pihak yang
melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama, sehingga
dalam menentukan hak dan kewajiban masing-masing harus
berdasarkan asas persamaan atau kesetaraan ini.

Al-‘Adalah (keadilan)

Salah satu sifat Allah adalah adil, dan al-Qur'an menekankan agar
manusia selalu adil (QS. 7:29; QS. 16:90; QS. 42:15). Pelaksanaan
asas ini dalam akad dimana para pihak yang melakukan akad dituntut
untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan,

memenuhi perjanjian yang telah mereka buat dan memenuhi semua

kewajibannya.

Al-Ridha (kerelaan)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas
dasar kerelaan antara pihak. Jika dalam transaksi tidak terdapat unsur
kerelaan ini, maka itu sama saja artinya dengan memakan sesuatu
dengan cara yang bathil. Jadi tidak diperbolehkan adanya unsur
paksaan atau tekanan yang menyebabkan salah satu pihak atau lebih
tidak melakukan perjanjian secara sukarela.

Ash-Shidg (kejujuran dan kebenaran)

Salah satu etika mendasar yang ditanamkan dalam Islam adalah
kejujuran. Islam dengan tegas melarang adanya kebohongan dan

penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kejujuran dan kebenaran ini akan
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memben pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk
tidak berdusta, menipu, dan melakukan pemalsuan. Bila asas ini tidak
dipenuhi maka akan merusak legalitas akad yang dibuat.

f. Al-Kitabah (tertulis)
Prinsip lain yang tidak kalah penting adalah asas tertulis. Seperti yang
dinyatakan dalam al-Qur’an surat Al-Baqarah: 282-283, maka agar
akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan semua pihak
yang melakukan akad, maka akad itu harus dibuat secara tertulis
(penulisan perjanjian, terutama transaksi dalam bentuk kredit). Selain
itu juga dibutuhkan adanya saksi-saksi, rahn (gadai) untuk kasus
tertentu, dan prinsip tanggung jawab individu.

. Dasar Hukum

Sumber Hukum Islam berasal dari tiga sumber hukum, yaitu Al-Qur’an

dan Hadist (sebagai dua sumber utama) serta ar-ra’yu atau akal pikiran

manusia yang terhimpun dalam ijtihad.”

a. Al-Quran
Dalam Al-Qur’an hanya mengatur mengenai kaidah-kaidah umum saja.
Hal tersebut dapat dilihat dari isi ayat-ayat Al-Qur’an berikut ini antara
lain:
1) QS. al-Bagarah: 188

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain

diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu
membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat

" Dewi, op.cit., hal.38.
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memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan
(jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.””

QS. al-Baqarah: 275

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan

riba »73

QS. an-Nisa: 29

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan Jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”

QS. al-Maidah: 1

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad itu.
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan
kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan
berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungg,uhnya
Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikendaki-Nya.”

QS. al-Jumu’ah: 9

Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan
sembahyang pada hari jum’at, maka segeralah kamu kepada
mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu
lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. 7

72 Departemen Agama, op.cit., hal. 46.
™ Ibid., hal. 69.

™ Ibid., hal. 122.

" Ibid, hal. 156.

™8 Ibid,, hal. 933.
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b. Hadist
Dalam hadist, ketentuan-ketentuan mengenai muamalat lebih terperinci
daripada al-Qur’an, namun tidak terlalu mengatur hal-hal yang sangat
mendetail, tetap dalam jalur kaidah-kaidah umum.”’

1) HR. Abu Dawud dan Hakim

Allah SWT telah berfirman (dalam Hadist Qudsi-Nya), ’Aku
adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah
seorang diantaranya tidak berkhianat terhadap temannya. Apabila
salah seorang di antara keduanya berkhianat, maka Aku keluar dari
perserikatan keduanya’.”®

2) Hadist Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah Rasulullah SAW

telah bersabda, “janganlah di antara kamu menjual sesuatu yang

sudah dibeli oleh orang lain.””

3) HR. Muslim dari Abu Hurairah

Bahwasanya Rasulullah SAW pemnah melalui suatu onggokan
makanan yang bakal dijual, lantas beliau memasukkan tangan
beliau ke dalam onggokan itu, tiba-tiba didalamnya jarinya beliau
meraba yang basah. Beliau keluarkan jari beliau yang basah itu
seraya berkata, ”Apakah ini?” Jawab yang punya makanan, “basah
karena hujan, ya Rasulullah.” Beliau bersabda,”mengapa tidak
engkau taruh di bagian atas supaya dapat dilihat orang?
Barangsiapa yang menipu, maka ia bukan umatku.”%

4) HR. Ahmad dan Baihaqi

Orang yang mampu membayar hutang, haram atasnya melalaikan
utangnya. Maka, apabila salah seorang di antara kamu

77 Dewi, op.cit., hal 41,
™ Ibid,

™ Ibid., hal. 42.

% Ibid,
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memindahkan utangnya kepada orang lain, pemindahan itu
hendaklah diterima, asal yang lain itu mampu membayar.*

$) HR. Bukhari dan Muslim

Siapa saja yang melakukan jual beli Salam (salaf), maka
lakukanlah dalam ukuran (takaran) tertentu, timbangan tertentu dan

waktu tertentu ¥
6) HR. Abu Ya'la, Ibnu Majah, Thabrani dan Tarmidzi

Berilah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan
sebelum kering keringatnya ®
c. ljtihad

Sumber Hukum Islam yang ketiga adalah ijtihad yang dilakukan
dengan menggunakan akal atau ar-ra ’yu‘84 Posisi akal dalam ajaran
I[slam memiliki kedudukan yang sangat penting. Penggunaan akal
untuk berijtihad telah dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW seperti
terdapat pada Hadist Mu’az bin Jabal, bahkan juga terdapat dalam
ketentuan QS. an-Nisa: 59, Mohammad Daud Ali membenkan definisi
ijtihad adalah sebagai berikut:¥

Ijtihad adalah usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan
menggunakan segenap kemampuan yang ada dilakukan oleh

orang (ahli hukum) yang memenuhi syarat untuk merumuskan

garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya Al-
Qur’an dan Sunnah Rasulullah.

® Jbid.

&2 Ibid.

® Ibid.

4 Ibid., hal. 43.
83 Ibid.
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Dengan semakin berkembangnya perbankan syariah di Indonesia,

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mulai mempersiapkan diri untuk

mengantisipasi perkembangan LKS. Berlatar Belakang darni

permasalahan tersebut maka pada tanggal 10 Februari 1999 MUI
mengeluarkan Surat Keputusan MUI Nomor 754/MUV/II/1999 yang
bertujuan untuk mendirikan Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN
adalah dewan yang dibentuk oleh MUI syariah yang bertugas
menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas

LKS.*

Tugas DSN adalah sebagai berikut.*’

I) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam
kegiatan perckonomian pada umumnya dan keuangan pada
khususnya.

2) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.

4. Rukun dan Syarat
Pasal 1320 KUH Perdata menegaskan 4 (empat) syarat sah suatu
perjanjian, yaitu kesepakatan dan kecakapan para pihak, suatu hal (objek)
tertentu dan karena suatu sebab yang halal. Sedangkan menurut syariat

Islam, suatu akad harus memenuhi rukun dan syarat umwn perikalan,

8 Muhammad Firdaus NH, e/ al., Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah, (Jakarta
Renaisan, 2005), hal. 21.

¥ Ibid., hal. 22.
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selain dari syarat dan rukun yang spesifik sesuai jenis akad. Rukun dan

syarat tersebut adalah sebagai berikut %

a. Shighut al aqud, yaitu pernyataan mengikatkan diri para pihak yang
diwuyjudkan dalam ijab dan gabul yang harus memenuhi unsur
kejelasan tujuan yang mengacu kepada kehendak para pihak secara
pasti dan adanya persesuaian antara ijab dan gabul.

b. Muhal al uqud, yaitu adanya objek akad sesuai dengan bentuk atau
Jjenis akad yang dilakukan. Objek akad harus dibenarkan oleh syara’,
dapat ditentukan serta diketahui para pihak dan telah ada dan dapat
diserahkan pada saat akad.

c. Al Aqiduin, yaitu adanya para pihak yang melakukan akad. Paca pihak
tersebut harus sudah dapat dibebani hukum (mukallaf) yang secara
lahiriah dapat ditentukan dari usia. Sedangkan syaral yang harus
dipenuhi lainnya adalah agqi/ (berakal), tamyiz (dapat membedakan)
dan mukhtar (bebas dati paksaan).

d. Al Maudu'ul aqd, yaitu adanya tujuan pada saat akad dilaksanakan
sesuai ketentuan Allah SWT dalan syariah dun harus berlangsung
terus dari awal sampai akhir.

Dari uraian yang telah disebutkan di atas dapat dikatakan bahwa wa 'ud
merupakan perjanjian pendahuluan yang akan diikuti dengan adanya akad-

akad sebagat realisasi dari proses pembiayaan yang terdapat di bank syariah,

% Anshori, op.cit., hal. 52-53.
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C. JAMINAN MENURUT HUKUM ISLAM

Seseorang dalam kehidupan sehari-hari ketika hendak melakukan
kegiatan meminjam atau hutang kepada orang lain biasanya diminta untuk
memberikan jaminan bahwa ia dikemudian hari pasti membayar utangnya
tersebut. Untuk itu ia bisa menjaminkan barangnya yang berupa baiang
bergerak dengan sistem gadai atau fidusia, menjaminkan barang yang tidak
bergerak dengan hipotik atau hak tanggungan dan juga dapal meminta orang
lain untuk menjadi penjamin atas hutang-hutangnya.89

Jaminan merupakan salah satu unsur penting dalam akad pembiayaan
di bank syariah, oleh karenanya jaminan diatur dalam klausula tersendiri di
dalam suatu akad. Jaminan menjadi sangal bermanfaal ketika debitur tidak
mampu memenuhi kewajibannya dalam melunasi utangnya. Dengan adanya
jaminan naka keeditur fetap akan mendapatkan haknya ketika debitur
wanprestasi.

Jaminan berasal dani kata “janin” yang berarti tanggungan, sehingga
Jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan. Mariam Darus Badrulzaman
merumuskan jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh scorang
debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya

dalam suatu perikatan.”

¥ Anshori, op.cit., hal. 149,

% Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata, Hak-hak Yang Memberi Jaminan,
Jilid 2, (Jakarta: Penerbit Ind, Hill-Co, 2002), hal. 5.
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Dalam Hukum Islam jaminan atau penanggungan piibadi (personal
guarantee) dikenal dengan istilah kafalah, sedangkan obyek atau barang yang
dijaminkan dikenal dengan istilah rafin.

1. Kafalah (Jaminan)
a. Konsep

Kafalah dapat diartikan sebagai menggabungkan (a/ dhammu),
menanggung  (humalak), dan  menjamin  (za'umah).  Sedangkan
menurut istilah, kafalah adalah mempersatukan tanggung jawab
dengan tanggung jawabd lainnya dalam hal tuntutan secara muilak, baik
berkaitan dengan jiwa, utang, materi, maupun pekerjaan. Pengertian
lain dart kafulu/r adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung
(kafiil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua
atau yang ditanggung (makful ‘anhu, ashif).”

Mengenai orang-orang yang dapat ditanggung, para ulama fikih
menyatakan, bahwa pada dasaimnya setiap orang dapai menerima jaminan
atau tanggungan tersebut. Mereka hanya berbeda pendapat mengenai orang
yang sudah wafat (mati) yang tidak meninggalkan harta warisan. Menurul
pendapat Imam Malik dan Syafi'i, hal yang demikian boleh ditanggung.
Alasannya adalah  dengan  berpedoman  pada  Hadis  tentang
ketidaksediaan Nabi SAW. menshalatkan jenazah karena meninggalkan

s¢juniah hutang, Sedangkan Imam Hanafi menyatakan tidak boleh, dengan

*! Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Cet. X, (Jakarta: Pustaka, 1996), hal. 157.
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alasan bahwa tanggungan tersebut lidak berkaitan samia sekali dengan
orang yang tidak ada.”?

Jumbur fuyaha’ juga berpendapat lentang bolehnya memberikan
tanggungan kepada orang yang dipenjara atau orang yang sedang
dalam keadaan musafir.  Tetapi Imam Abu Hanfah tidak
membolehkannya.”

b. Rukun dan Syarat

Rukun kafalah adalah sebagai berikut.”

a. Pihak penjamin/penanggung (kufil)
Baligh (dewasa) dan berakal sehat serta berhak penuh melakukan
tindakan hukum dalam urusan harianya dan rela (ridha) dengan
tanggungan kafalah tersebut.

b. Pihak yang berhwutang (makful 'unhu’ ashil)
Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin
dan dikenal oleh penjamin.

c. Pihak yang berpiutang (makful lahu)
Diketahui identitasnya, dapat hadir pada wakiu akad alau

memberikan kuasa dan berakal sehat.

2 Isa Anshori, “Kafalah, Jaminan Dalam Konsep Fikih dan Aplikasinya Dalam
Perbankan Syariah.” <http://www.fai.uhamka.ac.id /post. php?idpost=23>, diakses tanggal

% Ibnu Rusyd, Bidayatu! Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, (Jakarta: Trigenda Karya,
1997), hal. 632.

% “Fatwa DSN No.11/DSNMUI/IV/2000 Tentang Kafalah.” <http:/www.mui or.id
/mui_in/ product_2 /fatwa php?id=18>, diakses tanggal 13 Mei 2008.
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d. Obyek jaminan (makful bih)
1) Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang (ashil), baik
berupa uang, benda maupun pekerjaan.
2) Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
3) Harus merupakan piutang mengikal yang tidak mungkin hapus,
kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
4) Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
5) Tidak bertentangan dengan syariah.
c. NMasa Tanggungan
Menurut Ibnu Rusyd, para fugaha berpendapat bahwa masa
tanggungan itu berlaku sejak tetapnya hak atas orang yang ditanggung,
terutama tanggungan harta. Sedangkan tanggungan dengan badan,
tetapnya hak setelah adanya konfigmast dengan pihak penanggung dan
menyatakan kesediaannya menjadi penanggung. Dengan tetapnya hak
penanggung untuk menerima haknya.95
Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan dan berapa lama
efektifnya hak tersebul. Namun secara umum mereka sepakat bahwa
efektifnya hak tersebut adalah ketika debitur dapat menyampaikan
bukli-bukti yang kuat atau saksi. Sedangkan mengenai waklu
pembuktian lama waktunya sangat relatif, ada yang mengatakan S hari

~ - O A
dan ada yang mengatakan 3 hari.”

9 Rusyid, op.cit., hal. 631.
% Ibid.
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Munculnya perbedaan  pendapat  tersebut  hanya  ingin
menegaskan bahwa penanggungan itu harus benar-benar terjadi agar
hak dan kewajiban para pihak dapat dijalankan dengan sebaik-
baiknya.”’

d. Kewajiban Penanggung

Apabila orang yang ditanggung tersebut berpergian jauh atau

“menghilang”, maka mengenai  (anggung jawab olang  yang

menanggung ada 3 (tiga) pendapat yaitu sebagai berikut.”®

1) Penanggung wajib mendatangkan (menemukan) orang  yang
ditanggung, atau mengganti kerugian. Pendapat ini dikemukakan oleh
imam Malik beserta pengikulnya dan fugaha’ Madinah. Bahwa
penanggung dipenjarakan, schingga orang yang ditanggung telah
datang, atau kalau dia wafal, tclah diketahui kewalatannya. Ini
pandangan Imam Abu Hanifah dan fiqaha’ Irak.

2) Bahwa penanggung lidak (erkena kewajiban apapun termasuk
dipenjarakan, kecuali ia harus mencarinya atau mendatangkannya,
Jika ia mengetahui lempatnya.

3) Penanggung hanya berkewajiban menghadirkan apa yang
ditanggungnya, yakni orang yang dilanggungnya. Karenanya,
penanggungan tersebut tidak harus menyertakan harta, kecuali apabila

penanggungan tencbul memang diisyaratkan demikian atas dirinya.

" Ibid., hal. 631-632.

% Anshori, loc.cit.
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e. Obyek Tanggungan

Sehubungan dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penanggung

berupa harta, maka hal ini dikategorikan menjadi 3 (tiga) hal yaitu:qq

)

2)

3)

Tanggungan dengan hutang, yaitu kewajiban membayar hutang
yang menjadi tanggungan orang lain. Dalam masalah tanggungan
hutang, disyaratkan bahwa hendaknya, nilai barang tersebut tetap
pada wakiu teijadinya transaksi ianggungan/jaminan dan bahwa
barangnya diketahui, karena apabila tidak diketahui, maka
dikhawatickan akan tesjadi gharar.

Tanggungan dengan materi, yaitu kewajiban menyerahkan materi
tertentu yang berada di tangan orang lain. Jika berbentuk bukan
Jaminan seperti ‘ariyah (pinjaman) atau wadi ‘ah (titipan), maka
kafulun tidak sah.

Kafalah dengan harta, yaitu jaminan yang diberikan oleh seorang
penjual kepada pembeli karena adanya risiko yang mungkin timbul

dari barang yang dijual- belikan.

f. Macam-macai Kafalah

Secara fikih terdapat 5 (lima) macam kafalah yang dapat

diimplementasikan dalam produk bank syariah yaitu,'™

D

Kafalah bi nafs, yaitu jaminan dari diri si peminjam (personal
guaraniee). Dalam hal ini bank dapat bertindak sebagai Juridical

Personality yang dapat memberikan jaminan untuk tujuan tertentu.

* Ibid,

'% Anshori, op.cit., hal. 151.
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2) Kuafuluh bil mual, yailu jaminan pembayaran hutang atau pelunasan
hutang. Bentuk kafalah ini merupakan sarana yang paling luas bagi
bak untuk memberkan jaminan kepada para nasabahnya dengan
imbalan atau fee tertentu.

3) Kafaluh bil tastim, adalah jaminan yang diberikan untuk menjammin
pengembalian barang sewaan pada saat masa sewanya berakhir. Jenis
pemberian jaminan ini dapat dildksanakan oleh bank untuk kepesluan
nasabahnya dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan, leasing
company. Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito atau
tabungan, dan pihak bank diperbolehkan memungut vang jasa atau
Jee kepada nasabah lersebut,

4) Kafalah al-munjazah, adalah jaminan yang tidak dibatasi oleh
waktu tertenty dan uniuk tujuavkepentingan tertentu. Dalam dunia
perbankan, kafalah model ini dikenal dengan bentuk performunce
bond (jaminan presiasi).

5) Kafalah  al-mu’allagah, Bentuk kafalah ini  merupakan
penyedethanaan dasi kafuluh al-munjuzah, di mana jaminan dibatasi
oleh kurun waktu tertentu dan tujuan tertentu pula.

g. Akibat Hukum Kafalali "'
1) Penjamin (kafi/) wajib menjamin sepenuhnya apabila orang yang

ditanggung tidak ada (pergi atau menghilang) dan ta lidak dapal

19 Sabiq, op.cit., hal. 164.
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keluar dari kufalak, kecoali dengan jalan memenuhi hutang yang
menjadi beban ‘ashil (orang yang ditanggung).

2) Pemegang jaminan (mukful luhu) berhak mengembalikan warkat
penanggungan sehingga penangguan dengan sendirinya menjadi
batal (fusukh).

h. Landasan Hukum Kafalah

1) Landasan Syariah

a) Al-Qur’an
Dasar hukum mengenai akad memberi kepercayaan ini dapat

dilihat dalam QS. Yusuf: 72

Penyeiu-penyeru itu berseru, ‘Kami kehilangan piala
raja dan barang siapa yang dapat mengembalikannya
akan memperoleh makanan (seberat) beban unta dan
aku menjamin terhadapnya.

b) Hadist

(1) HR. Bukhari

Telah dibadapkan kepada Rasulullah SAW (inayat laki-
laki untuk dishalatkan). Rasulullah SAW bertanya
“apakah dia pempunyai warisan?” Para sahabat
menjawab. “tidak”. Rasulullah bertanya lagi, “apakah
dia mempunyai hutang?” sahabat menjawab  “ya,
sejumlah 3 (tiga) dinar.” Rasulullah pun menyuruh para
sahabat untuk menshalatkannya (tetapi beliau sentiri
tidak). Abu Qatadah lalu berkata” saya menjamin
utangnya, ya Rasulullah.” Maka Rasulullah pun
menshalatkan mayat tersebut. (H.R. Bukhari).
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(2) Hadis Qubaishah Ibn al-Makhariqi r.a.

Aku pernah menahan seseorang sebagai jaminan, lalu a!cu
datang kepada Nabi saw., dan menanyakan hal itu
kepadanya. Maka beliau bersabada: “Kami akap
membebaskan jaminan itu atas namamu dari onta hasil
sedekah, wahai Qubaishah, sesungguhnya perkara ini
tidak dapal dipecahkan kecuali dengan liga onta”.
Kemudian beliau menyebutkan tentang seorang lal;l-la}a
yang membawa suatu tanggungan dari laki-laki lain,
schingga 1a melunasinya.
2) Tjtihad
Fatwa DSN yang mengatur mengenai Kafalah adalah Fatwa Dewan
Syariah Nasional Nomor 1 I/DSN-MUVIV/2000 Tentang Kafalah.
3) Landasan Hukum Positif
Dalam (ataran tcknis kufulah diatur dalam ketentuan pasal 36 huruf
¢ poin ketiga PBI No. 6/24/PB1/2004 tentang Bank Umum yang
melaksanakan kegialan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang
intinya menyatakan bahwa bank wajib menerapkan prinsip syariah
dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya yang melipuii
melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad
kafuluh,
2. Rahn (Gadai)
a. Pengerlian

Arti  harfiah dari  Rahn adalah tetap, kekal dan

jaminan. ' Sedangkan sccara terminologi ra/n didefinisikan oleh

192 Muhammad Firdaus NH, ef al., Cara Mudah Memaham: Akad-Akad Syariah, (Jakarta:
Renaisan, 2007), hal. 90
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ulama figh adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan hutang,

yang dapat dijadikan sebagai pcmbayar hutang apabila orang yang

berhutang tidak bisa mengembalikan hutangnya.'®
Ada beberapa definisi rahn yang dikemukakan oleh ulama fikih
yaitu. %

1) Ulama Mazhab Maliki, mendefinisikan rahn sebagai harta yang
oleh pemiliknya dijadikan jaminan wtang yang bersifat mengikat.

2) Ulama Mazhab Hanafi, mendefinisikan rahn yaitu menjadikan
sesualu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang
mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik
sebagtan maupun seluruhnya.

3) Ulama Mazhab Syafi’i dan Ulama Mazhab Hanbali,
mendelinisikan rafin dalain arti akad yaitu menjadikan materi
(barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar
ulang apabila orang yang berutang tidak bisa imembayas utangnya
itu.

b. Rukun dan Syarat Rafn
Para ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan rukun
rahn, namun jumhur uiama rukun rahn itu ada 5 (lima) yaitu. 0
1) sighat (ijab dan kabul).

2) ur-ruhin (orang yang menggadaikan).

193 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum
Perbankan Indonesia, Cet. 2, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2005), hal. 76.

™ Ibud,
195 Firdaus, op.cit., hal. 91-92.
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3) murtahin (orang yang menerima gadai).

4) al-marhun (harta yang dijadikan agunan).

5) al-marhun bih (utang).

Ulama fikih mengemukakan syarat-syarat rafin sesuai dengan
rukun rahn itu sendiri adalah sebagai berikut.'®

1) Rahin dan murtahin, pihak-pihak yang melakukan perjanjian rahn,
yakni rahin dan murtahin harus memipunyai kemampuan yaitu
berakal sehat. Syarat Sighat (lafal)

2) Sighat (akad), sighat tidak buieh terikat dengan syarat terientu dan
juga dengan waktu di masa mendatang. Rahn mempunyai sisi
pelepasan barang dan pemberian hutang seperti halnya akad jual
beli, maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan
sualu waktu (ertentu atau dengan wakiu di masa depan.

3) Marhun Bihi (hutang), harus merupakan hak wajib diberikan dan
diserahkan kepada pemiliknya. Memungkinkan pemanfaatannya.
Bila sesuatu yang menjadi hutang itu tidak bisa dimanfaatkan,
maka tidak sah. Harus dikuvantifikasikan atau dapat dihitung
jumlahnya,

4) Syaratl ul Murhun (Barang yang dijadikan agunan)
menurut ulama Syafi’iyah, gadai bisa sah dengan dipenuhinya tiga
syaral scbagai betikul.

4)  Harus berupa barang,

1 Ibid., hal 92-93.
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L) Penetapan kepemilikan  penggadai  atas  barang  yang
digadaikan tidak terhalang,

¢) Barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah tiba masa
petumasan hutang gadai.

Disamping syaral-syarat di atas, ulama fikih sepakat
menyatakan bahwa rakn itu baru dianggap sempurna apabila barang
yang di-rafin-kan itu secara hukum sudah berada di tangan kreditor,
dan uang yang dibutuhkan telah diterima debitor. Syarat (ersebut
adalah u/ qubd al marfun (barang jaminan dikuasai secara hukum oleh
krediior), maka akad rahn bessifat mengikal kedua belah pihak.'m

¢. Landasan Hukum Ra/in
1) Landasan Syariah
a) Al-Qur’an
Ayat al-Qur’an yang dapat dijadikan dasar hukum rann adalah
QS. al-Baqarah: 282-283.
b) Hadist
(1) Aisyah berkaia bahwa Rasul telah bersabda . Rasalallah
membeli  makanan  dari seorang  yahudi  dan
meminjamkan kepadanya baju besi. (HR. Bukhari dan

Mushm).

197 Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5, (Jakarta:
PT. Ichtiar Baru Van Houve, 1997), hal. 1482.
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(2) Dari Abu Hurairah ra. Nabi SAW bersabda. tidak
terlepas kepemilikan barang gadai dad pemilik yang
menggadatkannya.  Ia  memperoleh  manfaat  dan
menanggung resikonya. (HR. Asy Syaft’i, al-Daraguthni
dan fbnu Majah).

¢) Ijtihad
Ketentuan mengenai rahn diatur dalam Fatwa DSN Nomor
25/DSN-MUV/HI2000 Tentang Rufin.
2) Landasan Hukum Positif
Dalam tataran teknis rafin diatur dalamn ketentuan pasal 36 hurul ¢
poin keempai PBI No. 6/24/PBI/2004 ientang Bank Umum yany
melaksanakan kegiatan usaha berdasackan prinsip syariah, yaog
intinya menyatakan bahwa bank wajib menerapkan prinsip syariah
dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya yang meliputi
melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad
rahn.

D. PEMBERIAN JAMINAN PADA AKTA WA4'D DALAM TRANSAKSI
PEMBIAYAAN LINE FACILITY PADA PT. BANK SYARIAH
MANDIRI (PT.BSM)

1. Gambaran umum PT. BSM

. .. 108
a. Sejarah pendirian

18 Sejarah Bank Syariah Mandiri,” hitp://www/syarishmandiri. co id/syariah/sejarah htm
Diakses tanggal 8 Mei 2008.
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Krisis moneter dan ekonomi segjak Juli 1997, yang disusul
dengan krisis politik nasional telah membawa dampak besar dalam
perckonomian nasional. Kuisis t€rsebut telah inengakibatkan perbankan
Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami
kesulitan -‘yang sangat parah. Keadaan ftersebut menyebabkan
pemerintah  Indonesia  terpaksa  mengambil  tindakan  untuk
merestiukiurisasi  dan  merekapitalisasi  sebagian  bank-bank  di
Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, tentang
Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang
Perbankan, pada bulan November 1998 telah memberi peluang yang
sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-
Undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara
syariah atau dengan membuka cabang Khusus syariah.

PT. Bank Susila Bakti yang dimiliki oleh Yayasan
Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT.
Mahkota Prestasi berupaya keluar dari krisis 1997-1999 dengan
berbagai cara. Mulai dari langkah-langkah menuju merger sampai pada
akhirnya memilih konversi menjadi bank syariah dengan suntikan
modal dart pemilik.

Dengan terjadinya merger empal bank (Bank Dagang Negara,
Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo ke dalamm PT. Bank

Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999, rencana perubahan PT.
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Bank Susila Bakti menjadi bank syariah (dengan nama Bank Syariah
Sakinah) diambil alih oleh PT. Bank Mandiri (Persero).

PT.Bank Mandirt (Persero) selaku pemilik baru mendukung
sepenuhnya dan melanjutkan rencana perubahan PT. Bank Susila Bakt
menjadi baok syariah, sejatan dengan keinginan PT. Bank Mandiri
(Persero) untuk  membentuk  unit syariah. Langkah awal dengan
merubah Anggaran Dasar tentang nama PT. Bank Susila Bakti menjadi
PT. Bank Syatiah Sukinah berdasarkan Akta Notaris Ny. Machrani
M.S. SH, No. 29 pada tanggal 19 Mei 1999. Kemudian melalu Akia
No. 23 tanggal 8 September 1999 Notaris Suljipio, SH nama PT. Bank
Syariah Sakinah Maadiri diubah menjadi PT. BSM.

Pada tanggal 25 Okiober 1999, Bank Indonesia melalui Susat
Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 1/24/KEP.BI/1999 telah
memberikan ijin perubahan kegiatan usaha  konvensional menjadi
kegialan usaha berdasarkan prinsip syariah kepada PT. Bank Swsila
Bakli. Selanjulnya dengan Surat Kepulusan Deputi Gubernur Senior
Bank Indonesia Nomor 1/1/KEP.DGS/1999 tanggal 25 Oktober 1999,
Bank Indonesia telah menyetujui perubahaan nama PT. Bank Susila
Bakli tmenjadi PT. BSM.

Senin langgal 25 Rajab 1420 Hijriah atau tanggal 1 November
1999 merupakan hari pertama beroperasinga PT. BSM. Kelahitan
BSM merupakan buah usaba bersama dati para periatis bank syasiah di

PT. Bank Susila Bakli dan Mangjemen PT. Bank Mandiri yang
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memandang pentingnya kehadinan bank syariah dilingkungan PT.
Bank Mandiri (Persero).

PT. BSM hadir sebagai bank yang mengkombinasikan
idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya.
Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai robani inilah yang
menjadi salah satu keunggulan PT. BSM sebagai aliernalif jasa
petbankan di Indonesia.

b. Strukiur Organisasi
Struktur organisasi PT. BSM adalah sebagai berikut.'® (lihat pada
lampiran)
¢. Kegiatan operasional
Kegiatan operasional Bank Syariah Mandiri (BSM) yaitu.
1) Pendanaan
a) Tabungan, meliputi Tabungan Berencana BSM, Tabungan
Simpatik BSM, Tabungan BSM, Tabungan BSM Dollar,
Tabungan Mabrur BSM, Tabungan Kurban BSM dan
Tabungan BSM Invesia Cendekia.
b) Deposito, yaitu Deposito Syariah Mandiri.
¢) Giro, yaitu Giro Syariah Mandiri.

d) Obligasi, yaitu Obligasi Syariah Mandirt.

109 “Struktur Manajemen Organisasi Bank Syariah Mandiri”,

“http://www.syariahmandiri.co.id/syariah/struktur.htm. Diakses tanggal 8 Mei 2008,
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2) Pembiayaan
Meliputi Pembiayaan Resi, PKPA, Pembiayaan Edukasi BSM,
BSM Implan, Pembiayaan line fucility (Dana Bergulir), Gadai
Emas Syariah Mandiri, Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan
Musyarakah, Pembiayaan Talangan Haji BSM.
3) Jasa
a) Jasa Produk, meliputi BSM Curd, Sentra Bayar BSM, BSM
SMS Bunking, Jual Beli Valas BSM, Bank Garanst BSM,
BSM Electronic Puyroll, SKBDN BSM, BSM Letter of
Credit, BSM Saudi Umruah und Huj Cuard.
b) Jasa Operasional, meliputi layanan Kiriman Uang Domestik
dan Luar Negeri (Western Union), Kliring BSM, inkaso
BSM, BSM Infercily Clearing, BSM RTGS (Reul Time
Grouss Settlement), Transfer Dalam Kota (LLG), Transfer
Valas BSM, Pajak Online BSM, Pajak Import BSM,
Referensi Bank BSM dan BSM Stunding Order.
¢) Jasa Investasi, berupa Reksa Dana BSM.
d. Budaya Perusahaan
BSM stbagai bank yang beroperasi alas dasar prinsip syariah Islam

menelapkan budaya perusahaan yang mengacu kepada sikap wkflugul
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karimah (budi pekerti mulia), yang terangkum dalam lima pilar yang

disingkat SIFAT, yaitu sebagai berikut.''

1) Siddiq (Inlegritas)
Artinya adalah selalu mengawali segala sesualu dengan niat dan
hati tulus, berpikir jernih, bicara benar, sikap terpuji dan perilaku
teladan.

2) Istigotnah (Konsistensi)
Artinya adalah selalu berpegang teguh pada komiunen, bersikap
oplimis, pantang menyerah, penuh kesabaran dan percaya diri.

3) Fathanah (Profesionalisme)
Artinya adalah selalu bersikap profesional dalam melakukan
segaia pekergaan, selalu memiliki semangat belajar berkelanjutan,
cerdas, inovalif, terampil dan adil.

4) Amanah (Tanggung Jawab)
Artinya adalah dapal memadi bank yang (erpercaya karena
memiliki tanggung jawab dan disiplin.

5) Tabligh (Kepemunpinan)
Adlinya adalah selalu menerapkan kepemimpinan berlandaskan
kasih sayang, selalu membimbing dan komunikatif.

Rumusan  nilai-nilas Budaya  SIFAT  tersebult  merupakan

penyempurnaan oleh Tun Pengembangan Budaya SIFAT (TPBS)

e Budaya Perusahaan Bank Syariah Mandiri,” http.//www/
syariahmandiri.co.id/syariah/budayaperusahaan htmi. Diakses tangga! 8 Mei 2008.
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e. Visi dan Misi BsM V!
1) Visi
Menjadi Bank Syariah terpercaya pilihan mitra usaha.
2) Misi

a) Menciplakan suasana pasar perbankan syariah agar dapat
berkembang dengan mendorong terciptanya syarikat dagang
yang terkoordinasi dengan baik.

b) Mencapai  pertumbuban  dan keuntungan yang
berkesinambungan melalui sinergi dengan milra stralegis agar
menjadi bank syariah teskemuka di Indonesia yang mampu
meningkatkan  nifai  bagi  para  pemegang  saham  dan
memberikan kemasiahatan bagi masyarakat luas.

¢) Mempekerakan pegawai yang profesional dan sepenuhnya
mengerti operasional pertbankan syariah,

d)  Menunjukkan komitmen terhadap standar kinerja operasional
petbankan dengan pemanfaatan teknologi mutakhir, sesia
memegang teguh prinsip keadilan, keterbukaan dan kehati-
hatian.

¢) Mengulamakan mobilisasi  pendanaan  dari  golongan
masyatakat menengah dan ritel, memperbesar  portofolio
pembiayaan  unluk  skala  menengah  dan  kecil, scla

mendorong  lenwujudnya  manajemen  cakal, infuk  dan

n Visi Misi Bank Syariah Mandiri,” http.//www/
syariahmandiri.co.id/syajah/visimisi htm. Diakses tanggal 8 Mei 2008.
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shadayah yang lebih eflektil sebagai cerminan kepedulian
sosial.

) Meningkatkan permodalan  sendiri  dengan  mengundang

perbankan lain, segenap lapisan masyarakat dan investor asing.
2. Pelaksanaan pemberian jaminan pada akta wa'd dalam transaksi
pembiayaan Hne factlity di Bank Syariah Mandiri

Salah  salu  kegiatan  operaional pebankan  syariah  adalah
pembiayaan yaitu berupa fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi
kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisii unit. Pada BSM kebutuhan
pelaku usaha baik untuk modal kega, koasumtif maupun investasi
dilakukan dengan menjalin hubungan parinership bukan dengan konsep
pigam semaia, karena dalam Islam konsep pinjaman lebih bersifat sosial
dan hanya salah satu metode hubungan finansial.'"

Salah sawu produk pembiayaan yang ada pada BSM yaitu
pemberian fasilitas fine fucility (ai- Tasliful) yang diatur dalam Fatwa
Dewan Syarish Nastonal Majehs Ulama Indonesta (DSN-MUI) Nomor
45/DSN/11/2005 tanggal 21 Februani 2005. Line fucility adalah suatu
bentuk fasititas plafon pembiayaan bergulir dalam jangka waktu tertentu
yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Merupakan ketentuan yang
disepakati oleh para pthak dan mengikat secara moral serta dituangkan
dalam konsep wa'd. Wu'd merupakan kesepakatan alau janji dari satu

pihak yaitu bank kepada nasabah untuk melaksanakan sesuatu yang

"2 Antonio, op.cit., hal. 170.
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dituangkan ke dalam sualu dokumen Memorandum of Understanding
(MoU) dan pelaksanaan dari wa'd dilakukan dalam akad pembiayaan
berdasarkan priosip syariah sesuai dengan kebutuhan nasabah.
Ketentuan mengenai akad pembiayaan tersebut diatur pada butir
kedua fatwa tersebut di atas yang menyatakan sebagai berikul.
a.  Akad yang digunakan dalam pembiayaan /ine facility dapat berbentuk
akad Murabuhah, Istishna’, Mudharabah, Musyarakah dan ljarahi.

b. Bank hanya boleh mengambil margin, bagi hasi! dan/atau fee atas

akad-akad yang direalisastkan dagi line fucility.

&

Penetapan margin, misbah bagi hastl dan/atau fee yang diminta oleh
bank hatus mengacu pada ketenluan masing-masing akad dan
ditetapkan pada saat akad tersebut dibuat.

Tahap-tahap yang harus dilalui  oleh calon nasabah  yang
mengajukan pembiayaan line fucility yaitu sebagai berikut.'?
a.  Tahap Permohonan Pembiayaan
Nasabah mengajukan permohonan pembiayasn kepada bank yang
berist informasi mengenai profil perseroan, tujuan dan  manfaal
pembiayaan, jumlah dan jangka waktu pembiayaan, cara pembayaran
dan jaminan pembiayaan. Permohonan tersebut disertai dengan
dokumen pendukung lain seperti legalitas nasabah sebagai subjek
hukum, legalitas kegiatan usaha, laporan keuangan, rekening koran,

salinan bukti kepemilikan jaminan dao dokumen kelengkapan lainnya.

3 Berdasarkan hasil wawancara dengan Pranowo Adi (Manager Marketing PT. Bank
Syariah Mandiri) pada tanggal 5 Juni 2008.
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Pada saal proses permohonan pembiayaan scbelum dikabulkannya
pembiayaan oleh bank, maka pihak bank akan melakukan verifikast
dan studi  kelayakan apakah nasabah  patul  untuk  diberikan
pembiayaan Zine facility oleh bank.

Tahap Penelittan Dokumen dan Studi Kelayakan

Setelah permohonan pembiayaan diterima oleh bank, maka Account

Officer melakukan penelitian terhadap berkas aplikasi yang diajukan

oleh nasabah. Bentuk penelitian yang dilakukan oleh pihak bank yaitu

scbagai bertkut.

1) Pemenuhan syarai-syaral dokumen. Syarat-syarat dokumen yang
harus dipenuhi oleh seitap nasabah berbeda-beda. Namun secara
umum meliputi dokumen-dokumen yang telah disebutkan diaias.

2) Verifikasi, dimana bank akan melakukan bank checking guna
memastikan bahwa seluruh dokumen yang (elah diserahkan oleh
nasabah adalah benai.

3) Investigasi, yailu dengan 2 (dua) cara yailu sebagai berikut.
a) On desk
Salah satunya dengan cara Bank Indonesia (BI) checking dan
Dallar Hitam Nasional (DHN), yailu bank melakukan
pengecekan terhadap karakier nasabab.
b) Onside
Bank akan melakukan  kunjungan  lapangan  untuk

memverifikasi usaha nasabah secara isik.
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4) Studi Kelayakan, pada prinsipnya bank akan melakukan evaluasi
secara komprehensil yang dikenal dengan 5C (Churacter, Cupitul,
Collateral, Capasity, Cupability) schingga nasabah dinilai
menurut kriteria bank adalah feasible, profitable dan bankable.

Apabila dari hasil penelitian tersebut bank berpendapat bahwa semua

dokumen sudah lengkap dan memenuhi syaral maka akan dilakukan

penilaian kelayakan pembiayaan yang meliputi aspek hukum, pasar

keuangan, operasional dan sosial ckonomi,

&

Tahap Persetujuan dan Akad Pembiayaan

Hasil pemeriksaan alas kelayakan nasabah iersebut  selanjulnya

dipresentasikan oleh Account Officer kepada Komile Pembiayaan

yang akan memultuskan hal-hal sebagai berikut.

1) Stuktur pembiayaan apa yang cocok bagi nasabah dengan
mempeihatikan 3 (liga) aspek yaitu aspek hukum, aspek syariah
dan aspek banking,

2) Jumlah pemnbiayaan yang dibutuhkan.

3) Jangka waktu pengembalian.

4) Besarnya margin alau nmisbuh bagi hasil atau fee yang hasus
dipenuhi nasabah.

5) Syaral pencairan pembiayaan lenmasuk didalamnya bedkaitan
dengan jaminan pembiayaan,

Berdasarkan perselujuan Komite Pembiayaan tersebul bank  dapal

menerbitkan Sural Pencgasan Persclujuan Pembiayaan (SP3).
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Sclanjuinya Account Officer menyerahkan semua dokumen legalilas
nasabah, bukli kepemilikan objek jaminan dan SP3 tersebul kepada
Notaris untuk dilakukan pemeriksaan ulang kelengkapan dokumen dan
keabsahan bukii hak. Selelah Notaris menyalakan bahwa dokumen
telah lengkap dan jaminan benar milik nasabah maka langkah
selanjutnya  dilaksanakan  penandatangan akad Komitmen Limit
Fasilitas Pembiayaan (line Facility) dan penandatangan pengikatan
Jjaminan,
d. Tahap Pencairan Pembiayaan
Akad line fucility yang dituangkan dalam akta wa'd tersebut akan
memjadi dasar bagi bank dan nasabah untuk melakukan pencairan
pembiayaan sesuat dengan kebutuhan nasabah. Untuk melakukan
pencaitan pembiayaan nasabah menyampaikan Surat Permohonan
Realisasi  Pembiayaan (SPRP) dan  bank menerbitkan  Sucat
Persetujuan  Pencairan  Pembiayaan.  Kesepakalan — pencaian
pembiayaan ini ditvangkan dalamn akad sesuai dengan  strukitur
pembiayaan yang telah disepakati dalam tahap persctujuan diatas
dengan melampirkan promes (surat sanggup) yang berist schedule
angsuran  nasabah, fafune  (landa  terima uang) dan  dokumen
kelengkapan pencairan lainnya.
E. ANALISIS KASUS
1. Pemberian jaminan dalam akia wa'd ditinjau dari Hukum Islam dan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
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Salah satu bentuk jasa pelayanan pembiayaan yang menjadi
kebuluhan masyarakat adalah pembiayaan line fucility, yaitu fasilitas
plafon pembiayaan uniuk jangka waklu terientu dengan ketentuan yang
disepakati bersama dan mengikat secara moral. Dalam hal ini bank
memberikan sgjumlah dana yang dibutuhkan oleh nasabah dalam batas
plafon yang telah disepakati bersama. Pembiayaan line fucility dituangkan
dalam akta wa 'd yang merupakan janji dari pihak bank untuk memberikan
[asilitas pembiayaan kepada nasabah. Wa'd merupakan dasar bagi bank
dan nasabah dalam pelaksanaan pembiayaan selanjulnya.

Wa'd berbeda dengan akad, akan fetapi seringkali banyak yang
menalsitkan bahwa wa'd sama dengan akad, karena dalam istilah figih
secata umum akad dapat derarli sesuatu yang menjadi tekad seseorang
untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak maupun yang
muncul dari dua pihak.

Seperti yang ielah dibahas pada sub bab diatas wa'd dalam
pembiayaan line  fucility dibuat  dalam  bentuk MoU  atau  nota
kesepahaman. Apabila dilibat dan pengertiannya MoU adatah pegjanjian
pendahuluan yang hanya memuat hal-hal pokok dari suvatu akad dan
dimasukkan dalam akad. Berarti wu 'd adalah suatu perjanjian pendahuluan
antara bank dengan nasabah dan akan diikuti oleh akad-akad pencaitan
dari pembiayaan tersebut.  Sehingga apabila dilihat dari sifatnya wa'd

hanya merupakan pemyataan atau jan)i, maka ulang piutang yang limbul
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dari dari pembiayaan baru akan muncul pada saal dilaksanakannya
pembiayaan dalam suatu akad pencairan lersendiii.

Janji bank kepada nasabah yang dituangkan dalam akia wu'd
dibuat dalam bentuk akla notariil, padahal wa'd sifainya hanya sebagai
moral vbligation dari bank saja tidak bersifat inforce by luw dimana saal
bank tidak memenuhi janjinya nasabah dapat menuntut bank yang telah
wanprestasi. Oleh karena itu apabila dilihat dari segi hukum seharusnya
akla wa'd dapal dibuat dibawah tangan saja antara bank dengan nasabah,
karena walaupun dibuat dengan akia notariil tetap saja akla wa'd tidak
dapat dituntut ke pengadilan karena hanya berupa janji (promise) salah
satu pihak saja. Selanjutnya akad pencairan dari pembiayaan line fucility
lersebut barulah dibuat datam bentuk akta notariil karena merupakan akad
yang menimbulkan hak dan kewajiban serla mengikat kedua belah
pihak.'™

Pemberian jaminan pada pembiayaan line fucility diatur dalam akia
wa'd bukan pada akad pencaitan yang merupakan realisasi  dari
pembiayaan line fucilily. Sehatusnya kelentuan mengenai jaminan belum
dapat diatur dalam akta wa'd katena dalam akita tersebut hanya baok yang
berjanji untuk memberikan fasilitas plafon kepada nasabah schingga
belum mentmbultkan hak dan kewajiban bagi para pihak, terutana

pengikatan jaminan,

"' Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kanny Hidayat (Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia) pada tanggal 2 Juli 2008.
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Menurut figih muamalah, di dalam wa'd tidak diatur mengenai
syarat dan ketentuan secara spesifik dan nnci. Pelanggaran terhadap wa'd
hanya menimbulkan sanksi moral kepada pihak yang memberi janji saja
tanpa menimbulkan kewajiban hukum lainnya. Nasabah tidak dapat
menuntul ke pengadilan apabila bank tidak menepati janji. Akla
pengikatan  jaminan hanya dapat dilakukan setelah ada  pencairan
pembiayaan oleh bank kepada nasabah. Akan tetapi sebagian bank syariah
menyatakan bahwa pentingnya klausula jaminan dimasukkan dalam akta
wa'd adalah sebagai antisipasi baok untuk mengendalikan resiko bank
apabila tegjadi defuull atas pembiayaan.'"

Pemberian jaminan sefalu ada pada setiap fasilitas kredit dalam
bank konvensional mnaupun fasilitas pembiayaan dalam bank syaciah.
Pemberian jaminan oleh nasabah kepada bank atas pembiayaan berfungsi
sebagai dasar keyakinan bank atas kemampuan nasabah untuk melunasi
pembiayaan. Jaminan yang biasa digunakan adalah dengan menyerahkan
wujud barang kepada pihak bank atau dalam bahasa arab disebut sebagai
ar-Rahn (agunan). Rafin merupakan pegjanjian penyerahan barang untuk
menyadi agunan dart fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada
nasabah. Lembaga jaminan yang paling sering  digunakan dalam
pembiayaan line fucility yailu lembaga hak tanggungan, Pengikatan
jaminan dilakukan pada saat penandatangan wa'd antara bank dengan

nasabah. Padahal ulama (ikih sepakat menyatakan bahwa jaminan baru

Y3 1bid,

Efektifitas pemberian..., Susiana Sudirman, FH Ul, 2008



65

dianggap sempurna apabila batang yang dijaminkan itu secata hukum

sudah berada di tangan kreditor, dan vang yang dibutuhkan telah diterima

debitor.

Merujuk dari hukum pejanjian terdapat 2 (dua) jenis petjanjian
yaitu perjanjian pokok dan pejanjian accesvir (perjanjian (urutan), maka
pengikatan jaminan dapat dikategorikan sebagai perjanjian uccesvir karena
merupakan peganjian yang timbul karena adanya perjanjian  pokok.
Perjanjian  pengikatan  jaminan dibuat  katena adanya  peganjian
pembiayaan (dalam bank konvensional disebut peganjian kredit) yang
telah ditandatangani oleh para pihak, yang berarti telah timbul hak dan
kewaytban para pihak.

Bila dilihat dari uratan diatas dapat ditelaah bahwa jaminan dapat
dianggap tidak sempurna karena barang yang dijaminkan telah berada di
tangan kreditur padahal debitur belum menerima vang dari kreditur, Dari
uratan diatas maka dapat diyjelaskan hal-hal sebagai benkut.

1) Scharusnya ketentuan mengenai jaminan belum dapat dimasukkan
dalam pembiayaan line facility, karena hanya berupa akia wa'd alau
MoU yang hanya merupakan peganjian pendahuluan  sedangkan
pelaksanaannya baru direalisasikan dikemudian hari. Sehingga belum
menimbulkan  hak dan kewajiban antara para pthak, termasuk

kewayiban pengikatan jaminan,
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2) Pengikatan jaminan seharusnya dilakukan pada saat telah dilakukan
pencairan pembiayaan berdasarkan akad pembiayaan tersendiri dimana
sudah timbul hubungan ulang piutang diantara para pihak.

2. Efektifitas terhadap pemberian jaminan yang dilekatkan dalam akila
wa'd

Pembiayaan line facility merupakan bentuk pemberian plafon
kepada nasabah yang membutuhkan. Dimana dalam pencairan plafon
lerscbut  nasabah  dapat mencairkannya dengan cara  mencicil  ldak
dilakukan sckaligus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh
nasabah (eiscbut.

Sebagai contoh PT.X mengajukan permohonan pembiayaan line
Jucility kepada BSM untuk modal kegga sebesar Rp 100.000.000,- (seratus
Jula rupiah) dengan jangka waklu 1 (salu) tahun, setelah BSM menyetujui
permohonan tersebut maka dibuatiah akta wa'd sebagai perjanjian
pendahuluan antara BSM dengan PT.X dimana jenis pembiayaan yang
cocok untuk hal tersebut adalah pembiayaan mudharabah. Setelah
penandatanganan akla wa'd maka PT.X dapal mencairkan pembiayaan
tersebut dengan melakukan akad pencaican berupa akad mudharabah, akan
tetapi PT.X tidak langsung mencairakan dana sebesac Rp 100.000.000,-
(scratus jula rupiah) tersebut karena kebutuhan yang diperlukan oleh PT.X
belum mencapai sclutuh plafon. Maka PT.X dapat melakukan akad
pencairan dalam beberapa tahap sesvai dengan kebutuban dari nasabah.

Nasabah juga dapal mengembalihan dana yang telah dicaitkannya terscbut
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kapan saja walaupun nantinya akan mencaitkan lagi dana yang masih
dalam balas plafon yang diajukannya.

Jika dilibat dari contoh kasus diatas maka pemberian jaminan yang
dilekatkan pada akia wa'd akan lebih efisien dibandingkan dengan
pengikatan jaminan pada akad pencairan, karena apabila pengikatan
Jaminan dilekatkan pada akad pencairan maka akan tegadi pengulangan
pengikatan jaminan dan akan menghabiskan dana lebih besar karena harus
berulang kali mengeluarkan dana untuk fee notaris dalam melakukan
pengikatan jaminan. Hal tersebut dijadikan pertimbangan oleh bank dan
nasabah. Glech karena tlu apabila dilihat dari perspekiilf bank maka
pengikatan  jaminan  yang  dilakukan  berulang  kali  tersebut  akan
mengakibatkan tdak ada nasabah yang mau mengajukan penmohonan
pembiayaan ke BSM."

Biia dilihat dari perspektf fatwa DSN jaminan yang diberikan
pada akta wa'd ielah melanggar prinsip syariah Karena dalam fatwa
iersebut tidak diatur sama sekali mengenai jaminan dan disebutkan bahwa
pemberian jaminan baru dapat dilakukan apabila telah lerdapat hak dan
kewajiban pata pihak.

Oleh Karenanya sekarang banyak bank syariah yang lebih
menerapkan pengikatan jaminan yang dilekatkan pada pembiayaan line
Jaciity dalam hal ini yang dilekatkan pada akta wa'd dibandingkan harus

melakukan pengikatan jaminan pada akad pencairan. Balikan di beberapa

"6 Berdasarkan hasil wawancara dengan Pranowo Adi (Manager Marketing PT. Bank

Syariah Mandiri) pada tanggal 5 Juni 2008.
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bank syatiah sudah tidak lagi menggunakan istilah wa'd maupun akad
karena menurulnya hal tersebut hanyalah merupakan judul. Oleh karena
ilu beberapa bank syariah sekarang menggantt stilah wa'd dan akad
dengan peganyian pembiayaan oleh karena itu tidak ada lagi istulah wa'd
sebagai perjanjian pendahuluan dan akad pencairan, Nasabah mengajukan
petmohonan pembiayaan kepada bank dan apabila semua syarat telah
lengkap maka bank menyetujui untuk memberikan perjanjian pembiayaan
kepada nasabah yang langsung merupakan akad pembiayaan, dimana hal
tersebut sama dengan perjanjian kicdit pada bank konvensional. Sehingga
dapai dikatakan beberapa bank syariah yang menerapkan hal tersebut
sudah melanggar prinsip syatiah itu sendiri.

BSM sendiri lebib menerapkan pemberian jaminan pada akta wa'd
karena melihal dari keefekiifitasannya, yaitu bank dan nasabah hanya satu
kali melakukan pengikatan jaminan dengan lembaga jaminan dalam hal ini
akta jaminan [idusia atau akia pemberian hak tanggungan (APHT) yang
dilakukan bersamaan dengan penandatanganan akia wa 'd. Berarli jaminan
dapat dikembalikan kepada nasabah selelah pembiayaan Zine fucility telah
selesai jangka waklunya dan nasabah telah mengembalikan selwuh
pinjaman berikul nisbah bagi hasil yang telah menjadi hak bank yang
besarnya dilelapkan berdasarkan kesepakatan bersama para pihak.

Dari seluruh yang telah diuraikan diatas dapat dikatakan bahwa
pemberian pembiayaan line fuciity belum sepenubnya diterapkan dalam

oleh BSM, karena sehatusnya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional
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Nomot 44/DSN-MUV/II/2005 tidak diatur mengenai pengikatan jaminan
dalam akta wa'd.

Merujuk dari contoh akta wa'd yang ada maka dapat dilihat bahwa
dalam wa'd lersebut bukan hanya mengatur mengenai janyi bank secara
septhak untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah, akan
tetapi telah mengatur mengenai hal-hal sebagai berikul.

a. Pemberian jaminan

b. Telah lerdapat kewajiban nasabah sclama pembiayaan.

Bila dilihat dari substansinya maka wa'd hanya merupakan sualu janji
bank saja bukan merupakan akad yang mengikat para pihak, maka dalam
hal int arti wa'd itu sendiri telah disimpangkan karena wa'd sekarang ini
bukan hanya sebagai jany bank yang mengikal bank secara moral akan
tetapi merupakan akad yang telah mengikat nasabah untuk melakukan
kewajibanaya yang telah diatur dalam akia wa'd tersebut. Oleh karena itu
dalam prakiek perbankan syariah jusiru menjadi rancu pengertian antata
wa'd dengan akad, maka hacus ada pengaturan dan perbedaan yang lebih
jelas lagt antara wa'd dengan akad sehingga dalam prakicknya tidak tejadi
lagi kesalahan penerapan antata wa'd yang hanya merupakan janji bank
dengan akad yang merupakan pejanjian yang telah menimbulkan akibat

hukum antara kedua belah pihak yaitu antara bank dengan nasabah.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut.

1.

Pemberian jaminan pada akta wa'd dalam pembiayaan line facility bila
dilihat dari hukum Islam maka pemberian jaminan seharusnya baru dapat
dilaksanakan apabila pihak nasabah telah mendapatkan fasilitas dan bank
yaitu pada saat pencairan plafond tersebut. Sedangkan bila dilihat dan
perundang-undangan yang berlaku mengenai jaminan maka pemberian
jaminan seharusnya tidak berada pada wa'd akan tetapi pada akad sebagai
akibat hukum dari wa'd yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.
Bila dilihat dari perspektif bank pemberian jaminan pada akta wa'd akan
lebih efektif karena tidak perlu adanya pengulangan pemberian jaminan
yang diberikan pada akad pencairan. Sedangkan bila dilihat dari perspektif
fatwa DSN maka pemberian jaminan pada akta wa'd merupakan
penyimpangan dari fatwa karena pemberian jaminan tidak diatur dalam
fatwa mengenai line facility. Sehingga apabila dilihat dari prinsip
muamalah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka terdapat

beberapa pelanggaran yaitu sebagai berikut.
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a. Dalam akta wa'd tidak hanya berisi janji pihak bank untuk
memberikan pembiayaan, akan tetapi telah timbul hak dan kewajiban
antara para pihak.

b. Telah diwajibkannya penyerahan jaminan pada akta wa'd.

Pelanggaran tersebut mengakibatkan konsep wa'd yang terdapat dalam

pembiayaan line facility tidak dilaksanakan secara prinsipil. Pembiayaan

line facility tidak diterapkan sebagai wa'd yang yang mengikat bank secara
moral tetapi difungsikan sebagai akad pokok yang menimbulkan hubungan
hutang piutang antara para pihak yang pelunasannya telah dijamin karena

telah menyerahkan jaminan pada saat penandatanganan akta wa 'd.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan diatas, maka terdapat

beberapa saran yaitu sebagai berikut.

1.

Sebaiknya akta wa'd tidak perlu dibuat secara notariil karena hanya
merupakan janji atau persetujuan secara sepihak dari bank yang hanya
mengikat secara moral.

Perlu adanya penyesuaian antara Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis
Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang merupakan payung hukum Lembaga
Keuangan Syariah (LKS) dengan hukum positif di Indonesia. Hal ini
dimaksudkan agar fatwa DSN-MUI dapat dijalankan dengan lebih
fleksibel, dapat diselenggarakan sesuai tujuan dan tidak melanggar

ketentuan syariah.
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3. Sebaiknya DSN-MUI melakukan modifikasi terhadap Fatwa DSN-Myj
tentang line facility yang menyebutkan bahwa wa 'd hanya merupakan janji
pihak bank, akan tetapi pada pelaksanaannya wa'd sudah merupakan akad
yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Juga harus dibedakan
antara konsep wa'd dengan akad agar tidak terjadi kesalahan pemahaman
yang bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan antara peraturan
dengan pelaksanaannya di lapangan.

4. Sebaiknya DSN-MUI lebih tegas dalam menerapkan fatwa yang
dibuatnya, sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam
pelaksanaannya.

5. Sebaiknya nasabah harus lebih aktif bertanya dan meminta bank untuk
menjelaskan dengan sebaik-baiknya mengenai pembiayaan line facility

agar tidak terjadi kesalah pahaman dikemudian hari mengenai konteks

wa ‘d dengan akad.
6. Perlu diperhatikan perlindungan hukum bagi nasabah dalam hal terjadi

kerusakan atau hilangnya barang jaminan yang telah diberikan ke bank
dikarenakan musibah atau bencana alam, sedangkan nasabah belum

melakukan akad pencairan.
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BANK SYARIAH

MAN D%

Cabang Depok

Kompleks Ruko Depok Mas

JI. Margonda Raya No.42

Depok 16431

Tolp. (021) 776 5231, 776 5251

WA‘AD 176 Sass. 1121 2008
(KESEPAHAMAN)

No. 06 1/8/XI1-172/01-Wa ad

BISMILAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

“Dan orang-orang yang memelibara amanal-anuual (ganyg dipnhnlinga) den g’
(Q.S Al Mus“minamn:: 8)

Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini. Sclasa tanggal 14 hulan
November, tahun 2006 oleh dan antara pihak-pihak :

1 PT BANK SYARIAH MANDIRI, di Komp.Ruko Depok Mas. Il
Margonda Rava No.42, Dcpok yang dalam hal ini diwakili olch Edhic
i Rosman Selanjutnya disebut “BANK™

~

PT. Hadira Farya Persada berkedudukan di 11 Tampung 18 Blok FL R
indah. Tanjung Barat, Jakarta Sclatan. Berdasarkan Akt Pendiriny Noe: oo
Desember 2004 yang dibuat dan ditandatangan dihadapan Notars Dis
Bambang Permadi amiseno, SH.MM dan Akta Pernyataan Keputusan Rapal
PT.Hadira Karya Persada No.3, 22 Februari® 2006 yany dibuat din
ditandatangani dihadapan notaries Haryanti Sutanto Tanubrata. SH. Notans
di Jakarta yang dalam hal ini diwakili olch Sofyan Raszy selaku dirchiu
Utama, Priyo Setiawan selaku Dirckiur dan Remo Indarti sclaku Konusans

dan Selanjutnya discbut “NASABAH™.

Para Pihak masing-masing bertindak  dalam  Kedudukannya terschur ol
menerangkan terlebih dabulu :

- Bahwa NASABAH telah mengajukan permohonan kepada BANK untuk
Penambahan Modal Kerja yang lertuang dalam sural
nomor: 1 98/HKP.S/1X/2006. perihal Permohonan Pembiayaan Modal Kerja .

- ;Bahwa BANK menyetujui pada waktunya akan menyediakan  Fasilias J

Pembiayaan scsuai dengan ketentuan dan syarat-syarat schagaimana dinyvatakan
dalam Kesepahaman ini.

R
4;0@.
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Bahwa kedua belah pihak telah sctuyyu  dan  scpakat  untuk  mengadakan
Kesepahaman ini (WA'AD) dengan syaral dan kelentuan  schaginmiang
discbutkan didalam pasal-pasal berikut :

Pasal |
DEFINISI
Wa'ad adalah Kesepakatan atau janji darr BANK kepada NASABAH
untuk melaksanakan sesuatu yang dituangkan ke dalam soatu
Kesepahaman.
Line Facility adalah suatu bentuk fasiltas plalon pembrayaan dilam jan-io

waktu tertentu yang dijalankan berdasarkan prinsp svariah

Akad adalah transaksi atau perjanjian syar'iah yang memmbulkin hak
dan kewajiban scrta mcrupakan bagian yang tak terpisabhan
dengan Line Facility.

Dokumen
Jaminan adalah scgala macam dan bentuk sural bukt tentang kepenuhhan
atau hak-hak lainnya atas barang vimg doadihin mmar. cm
menjamin terlaksananya kewajiban NASABAH terhadap BANK
berdasarkan Akad.
"

Jangka Waktu adalah masa berlakunya Wa'ad/Kesepahaman im sesuar yang
ditentukan dalam Pasal 4 Kesepahaman ini

Hari Kerja Bank adalah Hari Kerja Bank indonesia

Pasal 2
FASILITAS DAN PENGGUNAANNYA

BANK™ dengan ini bersedia akan menyediakan Line  Fucility schesar
Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), yang akan digunakan olech NASABAI
untuk : ]_

N,.

ACh
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| Memenuli kebutuban Modal Kerpa berdasarkan Surat Permtah Ko (SPR)
dart PT.Thames dan PT.ILJ.

Pasal 3
PENARIKAN PEMBIAY AAN

I. Setiap realisasi atau penarikan fasilitas pembiayaan yang akan dibenkan
berdasarkan proses kelayakan usaha NASABAH dan  diatur lebilv Lanjul
didalam Akad / Perjanjian tersendiri antara BANK dan NASABAH dengan
syarat-syarat dan keteptuan termasuk penetapan nisha/i bagi hasil dan
fasilitas pembiayaan yang di setujui BANK.

2. Seuiap penarikan pembiayaan oleh NASABA mempunvat pangha wakto
yang berbeda yang diatur sclanjutnya dalam  Akad, Perjanjran tersendin
antara BANK dan NASABAH dan pelunasan yang dilakukan NASABAH
akan mengurangi sisa outstanding NASABAH dan NASABAH dupal
melakukan Penarikan kembali dengan syarat atas dasar kcbutuhan dan
selama jangka waktu serta jumlahnya tidak mclampaui jumlah maksimam
Line Fucility yang ditentukan berdasarkan Kescpahaman ini.

y

3. Dengan tetap memperhatikan dan mentaati ketentuan-ketentian  tentang
pembatasan penyediaan dana yang ditctapkan oleh yanyg berwenang. BANK
berjanji untuk nanti pada waktunya mengizinkan NASABAL ok
Pembiayaan dengan jumlah sesuai dengan  jenis  pembrayaan  vang
kesemuanya mutlak menurut penilaian kelayakan BANK scrta setelah
NASABAH memenuhi scluruh persyaratan scbagar bertkut

a. NASABAH telah menandatangani  Sural  Penecgasan  Persctujuan
Pembiayaan (SP3).

b. NASABAH telah menandatangani akad Pembiayaan dan Jaminan secara

Notariil.

NASABAH tclah menanditangant Surat Persetwuan Pencanan atau

Surat lain semacam itu.

d. Persyaratan dan ketentuan lain yang akan ditentukan kemudian olch
BANK

e. NASABAH telah membayar biaya administrasi pembiayaan dan brava-
biaya lainnya yang mungkin timbul darn pembiayaan yang akan
diberikan.

f. Pembiayaan digunakan sesuai ketentuan yang ditetapkan. 4

(e

A\
B
K4
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¢ Sclama Pembiayaan belum Tunas, NASABAH berkewapiban untuk
i Menyalurkan selurul ahinlitas kevangan melalin RANK

1. Memelihara  dan mempertabankan scluruh legabtas poisah oo
termasuk namun tidak terbatas pada 17m-1710 perusabaan:

ini.  Selalu terbuka dan kooperatilf dengan petugas BANK. membenihan
izin dan  kemudahan bagi petugas BANK untuh  melakukan
peninjauan proyek ataupun melakukan pemertksaan scgala hal yang
berkaitan dengan Pembiayaan yang nantinya akan diberikan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 12 (Dua belas) bulan scjak
ditandatangani, dengan ketentuan dapat diperpanjang oleh kedua belah pihak dengan
kesepakatan bersama.

Pasal §
BIAYA POTONGAN DAN PAJAK

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untak nantr pada waktuny g
menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pembiayaan yany
akan diberikan, termasuk biaya administrasi, jasa Notaris dan jasa lainnya
dibayar dimuka sebelum pembiayaan dicairkan.

Setiap pembayaran kembali/pelunasan schubungan dengan pembiayaan yang
akan diberikan yang mengikat NASABAH dan BANK secara tepat waklu,
dilakukan oleh NASABAH kepada BANK tanpa potongan pungulan, bea, pajak
dan/atau biaya-biaya lainnya, kccuali jpika potongan tcrsebut diharuskan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri sekarang untuk nanti pada
waktunya menyatakan bahwa terhadap setiap potongan yang nantinya diharuskan

_oleh . peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  akan  dilakukan
“pembayarannya oleh NASABAH melalui BANK

N
O L
6 :
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Pasal 6
JAMINAN

 Untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali/pelunasan Pembiayaan yang akan
diberikan olch BANK kepada NASABAH baik itu berupa Kewajiban Pokok serta
biaya-biaya lainnya tepat pada waktunya, maka NASABAH berjanji sckarang untuk
nanti pada waktunya akan menyerahkan jaminan yang menurut jenis dan pemibin
BANK layak dan cukup untuk melunasi pembiayaan yang akan dibciihan olel
BANK nantinya. Jaminan antara lain : )
I. SHGB No0.05379 berupa tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan
Pcrmata Arcadia Blok B-3 No.15 an. Retno Indarti Lt/Lb.90/100 m?2
2. SHM No.04478 berupa tanah kosong di Il. Dongkal. Kp. Babakan Blok B
No.G an. Sofyan Razzy L1.108 m2.

Pasal 7 N
CIDERA JANJI

Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal | dan 3 Kesepahaman ini, BANK herhak
untuk membatalkan Kesepahaman ini sccara sepihak, tanpa diperlukan adanva surat
pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya. apabila terjadi salah satu hal atau
peristiwa tersebut dibawah ini (event of default) :

(a. Dokumen, pemyataan atau keterangan yang diserahkan/dibcrikan NASABAH
kepada BANK ternyata palsu, tidak sah, atau tidak benar.

b. NASABAH tidak dapat memchuhi dan/atau melanggar sebagian atau scluruh
syaral-syarat dan ketentuan-ketentuan tersebut dalam Kesepahaman i

c. Apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan  yang  berlahu aan
kemudian berlaku, NASABAH tidak dapat/berhak menjadi NASABAIL

d. NASABAH dinyatakan dalam keadaan pailit, ditaruh dibawah pengampuan,
dibubarkan, insolvensi dan atau ditikuidasi;

e. NASABAH atau Pihak Ketiga tclah memohon kepailitan terhadap NASABAH:

f.  Apabila pihak yang mewakili NASABAH dalam Kescpahaman i menjadi
pemboros, pemabuk, atau dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah
berkekuatan tetap dan pasti (in kracli van gewijsde) karena perbuatan kepahatan

__vyang dilakukannya, yang diancam dengan hukuman penjara atau kurungan |
(satu) tahun atau lebih;
g.  NASABAH tercantum dalam daftar kredit macet BANK INDONESIA (BI). \[
{\(L/

g o=
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Pasal 8§
PENGAKUAN DAN JAMINAN

NASABAH dengan ini menyatakan mengakut kepada BANK. schagaimana BANK
menerima pernyataan pengakuan NASABAH terscbut, bahwa

I. NASABAH berhak dan berwenang sepenuhnya, untuk menandatangan
Kesepahaman ini dan seluruh dokumen yang menyertainya serta tclah
i memperoleh izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan usahanya

2. NASABAH menjamin, bahwa scgala dokumen dan akta sang telah
ditandatangani olch NASABAH berkatan  dengan Kesepahaman e
keberadaannya tidak melanggar atau bertentangan dengan  peraturan
perundang-undangan atau anggaran dasar NASABAI yang berlaku.
sehingga karenanya sah, berkekuatan hukum serta mengikat NASABAFH
dalam menjalankan Kesepahaman ini, dan demikian NASABAH dalam
menjalankan Kesepahaman ini, dan demikian pula tidak dapat
menghalang-halangi pelaksanaannya.

3. NASABAH menjamin, bahwa pada saat penandatanganan Kesepihaman
ini para pemegang saham, direksi serta para anggota Komisaris perusahaan
NASABAH telah mengetahui dan memberikan persetujuannya terhadap
Kesepahaman ini, dan demikian pula NASABAH menjamin karcnanya
membebaskan BANK dari segala tuntutan atau gugatan yang diajukan olch
pihak Ketiga terhadap NASABAH.

4. NASABAH tidak terlibat sengketa atau perkara yang sedang dihadapi atau
ng | NG g 8 day
persoalan hukum yang masih harus disclesaikan dan dapat menimbulkan
dan/atau mempengaruhi kewajiban-kewapiban NASABAH kepadia BANK

Pasal 9
BERAKHIRNYA KESEPAHANMAN

Kesepahaman ini berakhir apabila jangka wakiu sebagaimana diatur dalam
Pasal 3 Kesepahaman ini berakhir dan atau apabila hal-hal scbagaimana datur
dalam Pasal 6 Kesepahaman ini terpenuhi dan atau apabila jumlah kescluruhan
fasilitas pembiayaan yang dijanjikan BANK schagaimana diatur dalam Pasal |
Kesepahaman ini telah dilaksanakan dan atau terpenuhn. J‘

Cu &

0O
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Dalam hal Kesepahaman ini berakhir, maka NASABAH tetap tenkat an
ketentuan-ketentuan dan syaral-syaral yany tercantum dalam Akad Perangig
yang nantinya akan dbuat olch NASABAH dun BANK scsuai dengan jums
fasilitas pembiayaan masing-masing yang tclah disctujui olch BANK untuk
diberikan kepada NASABAH.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahanmi atan menafsirkan hacun-
bagian dar isi. atau terjadi persclisihan dalam melaksinakan Kesepaliinan o,
maka NASABAH dan BANK akan berusaha. untuk  menvelesawkam  sediara
musyawarah dan mufakat.

Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau  perschsiban  melahu
musyawarah untuk mufakat tidak menghasitkan keputusan yang disepakati olch
kedua belah pihak, maka dengan ini NASABAH dan BANK scpakal untuk
menunjuk dan menctapkan serta memberi kuasa kepada BADAN ARBITRASE |
SYARIAH NASIONAL) untuk memberikan putusannya. menurut tata cara dai '
prosedur herarbitrase yang ditctapkan oleh dan berlaku i Badan tersebut yang
bersifat final dan mengikat.

Pasal 11
[LAIN-LAIN

Perubahan Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan secara tcrtulis  dan
ditandatangani oleh BANK dan NASABAH.

Kesepahaman ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dart Surat Penczasan
Persetujuan Pembiayaan (SP3). dibawah tangan bermaterar cukup.  Nomor

061/08/X-085/SPPP
Kelalaian atau keterlambatan BANK dalam menggunakan hak kckuasaannya sesuan

dengan isi Kesepahaman ini tidak berarti scbagai pelepasan hal.
Lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada BANK dan atau akan.

ditetapkan kemudian oleh BANK.

4] .
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Halaman Kedelapan

BANK SYARIAH

MAN D%

Pasal 12
PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan dan komunikasi sehubungan dengan Kesepahaman i dianggap
telah disampaikan secara baik dan sah, apabila dikirim dengan sural lercatat atay

disampaikan secara pribadi dengan tanda terima ke alamat di bawah ini :. -+
-BANK
Nama L PT.BANK SYARIAH MANDIRI
Alamat : 1. Margonda Raya No.42, Depok ..
-NASABAH ‘
Nama : PT. Hadira Karya Persada
Alamat : JI. Tanjung 18, Blok J1, Ranco Indah. Tamjung Baiw,

Jakarta Selatan

Pasal 13
PENUTUP

Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepahaman
ini, maka NASABAH dan BANK akan mengaturnya bersama secara musyas anah
untuk mufakat melalui surat menyural atau dalany suatu fdelenddum tersendisne yany
merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari Kesepahaman .

PT.B A N K SYARIAH MANDIRI
(Y CABANG DEPOK

-

Edhie Rosman Bolyvan Raszy
Kepala Cabang Dircktur Utima

Mengctahui dan Menygfujui,

o

Priyo Sctiawan Retno Indaru
Dircktur Konusirs
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amer. 11/Leg/XV/2006 .
wy3 yang bertanda-tangan dibawah ini, IRA KOESOEMAWATI, Sarjana Hukum, ------

ouns & PPAT di Kota Depok, menerangkan bahwa saya telah membacakan isi surat im
pada
. ~Tuan SOFYAN RAZZY, Direktur Utama PT. Hadira Karya Persada, umur 36 tahun,-
beralamat di Permata Arcadia Blok B3 No.15, Rt.02, Rw.23, Kel. Sukatani, -------+-+----
Kee. Cimanggis, Kota Depok.
! »Tuan PRIYO SETLIAWAN, Direktur PT. Hadira Karys Persada, wnur 49 tahun, ------
deralamat di Pamulang Estat Blok D.19/7, Rt.02, Rw.13, Kel. Pamulang Timur, ---------
Kec. Pamulang, Kabupaten Tangerang.
+ -Nyonya RETNO INDRIARTI, Komisaris PT. Hadira Karya Persada, umur 35 tahun,-
beralamat di Permata Arcadia Blok B3 No.15, Rt.02, Rw.23, Kel. Sukatani, «--+re--s-=e==
Kee. Cimanggis, Kota Depok.
. =Tuan Ir. EDHIE ROSMAN, Kepala Cabang PT, Bank Syariah Mandin Kantor -------
Csbang Depol, umur 39 tahun, beralamat di J1, Margonda Raya No.42 Depok.------=--
1ng telah saya, notaris kenal dan sesudahnya Tuan SOFYAN RAZZY, Tuan PRIYO-----
TT.AWAN, Nyonya RETNO INDRIARTI dan Tuan [r, EDHIE ROSMAN tersebut -+---
sranda-tangani surat ini dihadapan saya, notaris.
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Halaman Kesatu

BANK SYARIAH
MANDIR

lichth Adil dan Menenteramkan I}

Cabang Depok

Komplchs Ruko Depok Mans
3 Margonda Raya No 42
Depok 16411

ADDENDUM ™ 3% 5w 7 w01

WA‘AD |
(KESEPAHAMAN)

No. 061/9/X-275/01-Wa'ad

BISMILAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

“Dan orang-crang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikhlnya) dan janjinya”
(Q.S Al Mu'minun:: 8)

Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, Senin tanggal 01,bulan
Oktober, tahun 2007 oleh dan antara pihak-pihak :

1. PT BANK SYARIAH MANDIRI, di Komp.Ruko Depok Mas, JI.
Margonda Raya N9.42, Depok yang dalam hal ini diwakili oleh Edhie
Rosman Selenjutnya dissbut “BANK?”

PT. Hadira J{srya Perseda berkedudukan di JI. Tanjung 18 Blok J1, Ranco
indah, Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Berdasarkan Akta Pendirian No.1,01
Desember 2004 yzng dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Drs.
Bamt ang Perriadi amiseno, SH,MM dan Akta Pemyataan Kcputusan Rapat
PT Hadira Karya Persada No.3, 22 Februari 2006 yang dibuat dan
ditundatangani dihadapan notaries Haryanti Sutanto Tanubrata, SH, Notaris

.\

$ AN

’1,? di Jakarta yang daiam hal ini diwakili oleh Sofyan Razzy sclaku dircklur
R Utama, dan Retno Indarti selaku Komisaris dan Selanjutnya discbut
or";‘gf “NASABAH”.

\_?:;‘44

Para Pihak masing-masing bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas
menerangkan terlebih dahulu :

- Bahwa telah ditandatangani scbelumnya Wa’ad No. 061/8/X1-172/01-Wa'ad
tanggal 14 November 2006 antara BANK dengan NASABAH yang
menyebutkan bahwa Nasabah mendapatkan Line Facility sebesar Rp.
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu 12 bulan yang berarti
Jatuh tempo pada 14 November 2007.

FOTO COBY 4
SESUAT ASLEGTA !

—
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BANK SYARIAH
MANDIRI

Leoth Adil dan Meneateramian U

Bahwa NASABAH telah mengajukan permohonan kepada BANK untuk
Penambahan Limit Tambahan Fasilitas Pembiayaan yang tertuang dalam surat
nomor:349/HKP/{X/2007 perihal Permohonan Kenaikan Limit Plafond .

- Bahwa BANK menyetujui pada waktunya akan menyediakan Fasilitas
Pembiayaan sesuzi dengan ketentuan can syarat-syarat sebagaimana dinyatakan
dalam Kesepahaman ini.

Bahwa kedua belzh pihak te:ah setuju dan sepakat untuk mengadakan Addendum
Kesepahaman ini (WA’AD) dergan syacat dan ketentuan yang berubah yaitu
pada pasal-pasal berikut :

Semula :
Pasal 2

FASILITAS DAN PENGGUNAANNYA

BANK dengin ini bersedia akan menyediakan Line Facility sebesar Rp.
100.000.000,- (Seratus juta rupiah), yang akan digunakan oleh NASABAH untuk :

Memenuhi kebutuhan Modal Kerja berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dan
PT.Thanmies dan PT.JLJ.

Pasuzl 2
FASILITAS DAN PENGGUNAANNY A

Memenuhi kebutuhan Modal Kerja berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari
PT.Thames dan PT.JLJ.

Semula :
Pasxl 4

JANGKA WAKTU
Kesepaharnan ini beriaku untuk ‘langk'a waktu 12 (Dua belas) bulan sejak

ditardatangani, dengan ketentuan dapat diperpanjang oleh kedua belat. pihak dengan
kesepakatan bersama.

L
ly A?é‘/
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BANK SYARIAH
MANDIRI

Lebih Adi! dan Menenterambaon y

Menjadi :

E;a'sal 4
JANGKA WAKTU

Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 12 (Dua belds) bulan sejak Addendum
ditandatangani, dengan ketentuan dapat diperpanjang oleh kedua belah pihak dcng,an
kesepakatan bersama.

Semula : .
Pasal 6
JAMINAN
Untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali/pelunasan Pembiayaan yang akan
diberikan oleh BANK kepada NASABAH baik itu.berupa Kewajiban Pokok serta
biaya-biaya lainnya tepat pada waktunya, maka NASABAH berjanji sekarang untuk
nanti pada waktunya akan menyerahkan jaminan yang menurut jenis dan pemlalan
BANK layak dan cukup untuk me]una51 pemblayaan yang akan diberikan olch
BANK nantinya. Jaminan antara lain: ~
1. SHGB No.05379 berupa tanah dan. bangunan yang terletak di Perumahan
Permata Arcadia Blok B-3 No.15 an. Retno Indarti LVLb.90/100 m2.
. SHM No.04478 berupa tanah kosong di JI. Dongkal, Kp. Babakan Blok B
' No.6an. Sofyan Razzy L1.108 m2.

jadi: ' :
Pasal 6
JAMINAN

Untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali/pelunasan Pemblayaan yang akan
diberikan oleh BANK kepada NASABAH baik itu berupa Kewajiban Pokok serta
biaya-biaya lainnya tepat pada waktunya, maka NASABAH benanjl sekarang untuk
nanti pada waktunya akan menyerahkan jaminan yang menurut jenis dan penilaian
BANK layak dan cukup untuk melunasn pembiayaan yang akan diberikan oleh
BANK nantinya. Jaminan antara lain :
1. SHM No.8528 berupa tapah dan bangunan yang terletak di Perumahan
Permata Arcadia Blok B-3 No.15 an. Retno Indarti Lt/Lb.90/100 m2.
2. SHM No.04478 berupa tanah kosong di JI. Dongkal, Kp. Babakan Blok
B No.6 an. Sofyan Razzy Lt.108 m2.

(M
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Halaman Keempat/Terakhir °

BANK SYARIAH
MANDIRI

Lebih Adid 4an Menenteramkan

Addendum ini merupakan satu kesatvan yang tak (crpisahkan dengan Akad
Pembiayaan Wa’ad Nomor 061/8/X1-172/01-Wa’ad tanggai 14 September 2004,

Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Addendum
ini, maka NASABAH dan BANK akan mengaturnya bersama secara musyawarah
untuk mufakat melalui surat menyurat atau dalam suatu Addendum tersendiri yang
merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari Akad Pembiayaan Akad
Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 36 tanggal 28 Maret 2005.

@{ PT.B AN K SYARIAH MANDIR] | NASABAH
CABANG DEPOK/.
' -
Edhie Rosman Sofyan Razzy
Kepala Cabang Direktur Utama

M7c/z;hui dan Menyetujui,

v/l

Retno Indarti
Komisaris

Iomor 24/Leg/X/2007
yang bertanda-tangan dibawah ini, IRA KOESOEMAWATI Sarjana Hukum, -
Iotans & PPAT di Kota Depok, menerangkan bahwa saya telah rnembacakan isi -
Yrat ini kepada:
1. =Tuan SOFYAN RAZZY, Direktur Utama PT. Hadira Karya Persada, umur 36 --
tahun, beralamat di Permata Arcadia Blok B3 No.15, Rt.02, Rw. 23 Kel, -—=r—---
Sukatani, Kec. Cimanggis, Kota Depok.
2. -Nyonya RETNO INDARTI, Komisaris PT. Hadira Karya Persada, umur 36 -----
tahun, beralamat di Permata Arcadia Blok B3 No.15, Rt.02, Rw.23, Kel. ---------
Sukatani, Kec. Cimanggis, Kota Depok.

3. ~Tuan H. EDHIE ROSMAN, Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Kantor -

Cabang Depok, umur 40 tahun, beralamat di JI. Margonda Raya No.42 Depok.~
ang telah saya, notaris kenal dan sesudahnya Tuan SOFYAN RAZZY, Nyonya -----
ETNO INDARTT dan Tuan H. EDHIE ROSMAN tersebut menanda-tangani surat---
\| dihadapan saya, notaris.

Efektifitas pemberian..., Susiana Sudirman, FH Ul, 2008



BANK SYARIAH
MANDIR

Ledih Adii dan Menenieromian ‘J

28 September 2007 Kok Rf.;lb(u)ng I:c'&ok

OMpicks Kuko UC b1y

No. 061/09/TX-068/SPPP It '}m,gmd, R,,’,’an_ a2

Depok 16411

, Ip. (021) 776 5231, 776 $25)
Kepada, Telp

. 776 5289, 7721 3804

PT. Hadira Karya Persada Faks (021) 7720 2905

J. Muara No.30 RT 10 RW 07
Tanjung Barat, Jakarta 12530

Up : Sdr. Sofyan Razzy, Direktur

Perihal : SURAT PENEGASAN PERSETUJUAN PEMBIAYAAN (SPPP) A/N. PT. HADIRA
KARYA PERSADA

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Semoga Saudara beserta seluruh staff senantiasa dalam keadaan sehat wal’afiat dan mendapat
rahmat dan hidayah dari Allah SWT.

Menunjuk surat permohonan saudara No. 349/HKP/IX/2007 Perihal Permohonan Kenaikan Limit
Plafond . Pembiayaan, kami sampaikan bahwa Komite Pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri
Cabang Depok menyetujui pcnnohonan an. PT. Hadira Karya Persada dimaksud dengan syarat dan
kctcntuan sebagai berikut :

I Struktur Pembiayaan
Jenis I',’t'.:n,‘lbiayaan ¢ Wa’ad Al Musyarakah
Tujuan Penggunaan  : Modal kerja terbatas pada kontrak PT.JLJ dan PT.Thames
Limit Pembiayaan : Rp. 175.000.000,- (Wa'ad)
Nisbah bagi hasil : setara 16% p.a. efektif

Jangka Waktu : 12 bulan sejak akad addendum ditandatangani

Cara Pencairan . Berdasarkan invoice masuk ke PT.Thames atau PT.JLJ dengan maksimal
penarikan sebesar 70% dari nilai proyek yang sedang/akan dijalankan

Pelunasan . Pokok + Bagi Hasil disesuaikan dengan term of payment dar- Bouwheer

Biaya-Biaya

-Biaya Administrasi  : 1 % dari limit pembiayaan bank

- Biaya Notaris : sesuai tagihan notaris

- Biaya Asuransi : Akan ditentukan kemudian

Jaminan

1 SHM No.08528 berupa Tanah dan Bangunan terletak di Perumahan Permata Arcadia, Blok B-3,
No.15 an. Retno Indarti LVLb.90/100 m2

2 SHM No.04478 berupa Tanah kosong terletak di JI. Dongkal, KP.Babakan Rt.004, Blok B No.6
an. Sofyan Razzy 1t.108 m2

L. Syarat Penandatangan Akad
1. Saudara telah menyerahkan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) yang tclah
ditandatangani oleh nasabah diatas meterai Rp. 6.000,-.
2. Menyetor dana untuk membayar biaya administrasi dan biaya lainnya sehubungan dengan
fasilitas pembiayaan yang diberikan.

| or S ——
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BANK SYARIAH
MANDIR

Lebth Adil dan Menenteramban U

3. 1Kejadian-kejadian pelanggaran (event of default)

.a. nasabah tidak memenuhi pelunasan pembiayaan serta kewajiban-kewajiban lainnya

5. | sebagaimana ditetapkan dalam akad pcmblayaan,

b, nasabah dinyatakan pailit;

s ¢, nasabah tidak dapat memenuhi dan/atau melanggar sebagian atau seluruh syarat dan

ketentuan yang tercantum dalam akad pembiayaan;
d nasabah menyerahkan laporan-laporan yang tidak benar.
Pcrubahan akad pembiayaan hanya dapat dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh
- Bank dan Nasabah.

- Segala biaya yang timbul sehubungan dengan fasilitas pembiayaan dan pengikatan jaminan
atau asuransi kerugian menjadi beban Nasabah.

.. Selama penandatanganan akad pembiayaan yang disebutkan dalam butir I (Syarat-Syarat
Penandatanganan Akad Pembiayaan) belum dilaksanakan terjadi suatu perubahan kebijakan
pembiayaan di BSM yang discbabkan adanya perubahan regulasi pemerintah ataupun
perubahan peraturan pembiayaan diinternal BSM yang tidak terbatas pada pengaturan
pendanaan/likwiditas sehingga persetujuan pembiayaan ini harus ditinjau kembali, maka BSM
berhak menunda ataupun membatalkan persetujuan pembiayaan ini dan nasabah bersedia
serta membebaskan BSM dari tuntutan ganti rugi apapun atas pembatalan tersebut.

RE '
u“ Ibl
:Demikian disampaikan. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Erpaat M
\x,pl

Wassalamu alailum Wr, Wb,
‘a l“
4ZPT-BANK SYARIAH MANDIRI

li PT. HAD[RA KARYA PERSADA
Iri‘;“ }.', CABANG DEPOK -

H won

]

-t

ot 4
Edhie Rosman Pranowo Adi S ;ixan qug
Kepala Cabang Manajer Pemasaran Direktur Utama

Mengetahui dan menyetujui,

JM

Retno Indarti
Komisaris
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BANK SYARIAH
MANDIR

Lebih Adil dan Menenterambkan U

Telah menyerahkan surat kuasa untuk melakukan pendebetan rekening untuk transaksi
Pembayaran biaya notaris, biaya premi asuransi, angsuran setiap bulan, biaya administrasi,

. biaya keterlambatan jika terjadi keterlambatan biaya materai dan biaya-biaya yang timbul

akibat transaksi ini.

Menyerahkan Invoice atau tagihan PT.Hadira K‘arya Persada kepada PT.JLJ atau PT.Thames
yang telah efektif masa berlakunya.

Menyerahkan Standing Instruction dari PT.Hadira Karya Persada untuk masing-masing SPK
atau PO yang disetujui oleh Bouwheer (PT.JLJ atau PT.Thames) agar seluruh pembayaran
tagxhan ditransfer kerening PT.Hadira Karya Persada di Bank Syariah Mandiri dan prioritas
untuk pembayaran kewajiban PT.Hadira Karya Persada di Bank Syariah Mandiri

II.. Syarat Pencairan Pembiayaan

1.
2.
3.

9.

Telah menandatangani Akad Perjanjian Pembiayaan dan pengikatan jaminan

Agunan yang insurable telah ditutup dengan asuransi dengan nilai wajar B/C untuk BSM
Telah menyerahkan SPK/PO asli per proyek beserta perincian biaya. dan BSM berhak untuk
menolak untuk membiayai SPK/PO tertentu apabila tidak layak.

Maksimal pembiayaan yang dapat diberikan sebesar 70% dari SPK/PO per proyek yang

- sedang atau akan dijalankan. -

Menyerahkan surat pernyataan bersedia menyiapkan self financing untuk menutup biaya-
biaya.

Telah menerima hasil BI checking atas nama nasabah dan seluruh pengurus perusahaan
dengan hasil positif

Telah menyerahkan asli bukti kepemilikan obyek agunan dan telah diverifikasi keasliannya
oleh BSM.

-Jangka waktu setiap pencairan pembiayaan harus disesuaikan dengan jangka waktu proyek

yang dibiayai dan tidak boleh melebihi jangka waktu pembiayaan
Telah memberikan proyeksi cash flow proyek dimana nasabah sanggup membayar pokok dan
bagi hasil pembiayaan secara berkala

.10, Telah memperpanjang izin-izin usaha yang telah jatuh tempo masa berlakunya.

i
IV. -Syarat Lain-lain

1.
ey

[

|

Selama pembiayaan belum lunas, nasabah berkewajiban untuk :

i2- a. ‘Mengijinkan Bank Syariah Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk melakukan

pemeriksaan usaha dan aktivitas keuangan nasabah;

Mutasi keuangan sepenuhnya melalui rekening debitur pada Bank Syariah Mandin
Menggunakan fasilitas pembiayaan sesuai dengan tujuan penggunaan pembiayaan.
Menyerahkan Laporan progress proyek setiap bulan

Terhadap legalitas usaha yang masa lakunya telah jatuh tempo agar dipersyaratkan untuk
diperbarui dan dimonitor pemenuhannya.

oaog

Selama pembiayaan belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu

nasabah tidak diperkenankan :

a. Memindah tangankan barang jaminan.

b. Memperoleh fasilitas pembiayaan atau pinjaman lain dari pihak ketiga, kecuali dalam
rangka transaksi yang wajar dan diketahui/disetujui Bank.

¢. Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan kepada pihak

lain.
@0 2
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AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN

No: 22,~ / 2007

Lembar Pertamal/Kedua

Pada hari ini, Selasa ===--~ luanggal 09 (semdbilan —
bulan e==e= Cktober ——-— tahun 2007 ( dua ridu tujuh ————e-ee-

hadir dihadapan saya [RA KOESOEMAWATI, Sarjana Hukum emmaees
yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Mertanahan Nasional --=-----======-=—
tanggal =--------- 11 Pebruari 2005--------- nomor 2-X,A-2005 ememm—————

diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya discbut
PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan dacrah kerja  Kota Depok —-----e---—-emmcea-
-=--- dan berkantor'di  Jalan Radar Aurt -----=eeeame--
Nomor 82-C, Cimanggis, Kota Depok dengan  dihadiri

oleh saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : ------

I. 1. §
I. -Nyonya RETNO INDART], lahir di Jakarta pada tanggal 21-12-1970 (dua-----

nuluh satu Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh), Ibu Rumah--------—-
Tanso< beralamat di Permata Arcadia Blok 83 Nomor 15, Rukun Tetangga--
02, Rukun “arga.23, Kclurahan Sukatani, Kecamatan Cimanggis, Kota--------
Depok, Warga Neoara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
32.77.01.1005/653:7./ 31685085, ----=-~====mmemmmm e e eeees
-menurut keteranganny » “intuk melakukan perbuatan hukum yang disebut---
dalam alta ini telah mencuapat nersetujuan dari suaminya bernama Tuan-----
SOFYAN RAZZY, lahir di Jak:rta pada tanggal 12-10-1970 (dua belas-—---------
Oktober seribu sembilan ratu> tujuh puluh), Karyawan, beralamat sama------
dengan isterinya tersebut diatas, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu-
Tanda Penduduk Nomai: 32.77.01.1005/6542/3166504; yang turut hadir-----
dihadapan saya, PPAT dan ikut menandatangani akta ini sebaqai tanda-------
persetujuannnya; - -

-selaku Pemberi Hak Tanggungan, untuk celanjutnya disehutreeeceicmeecanean..
------ “PIHAK PORTAMA® —ooeee cee e fieccce e e

H. -Tuan Hait EDHIE ROSMAN, Kepala Cabang PPT. BANK SYARIAH MANDIRI-----
Cabang Depok, beralama: i datan Mutiarz nomor 6, Pukun Tetangga 003,---
Rukun Warga 011, Keldrohan Saranangsiaing, Kecanmatan Bogor Timur, Kota-
Bogor, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu fanda Penduduk Nomor:--
10.5102.131266.0001; cens
-menurut keterangannya dzlam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut--
diatas berdasarkan Surat Kuasa Direksi yang dibuat secara dibawah tangan--
tertanggal 10-05-2004 (sepuluh Mer dua nbu empat) nomor: 6/108-KUA/DIR
bermeterai cukup, aslinya diperlihatkan kepada saya, PPAT, selaku kuasa-----
dari Tuan M.HARYOKOQ dan Tuan ISKANDAR Z.RANGKUT], masing-masing----
bertindak dalam jabatannys selaku Direktur, juncto Petikan Keputusan--------
Direks) PT. Bank Syariah Mandiri tanggal 21-03-2006 (dua puluh satu Maret--
dua ribu enam) Nomor: 8/097-KFP/DIR tentang Pemindahan Pegawai---------

ke pembes e iz i@ Pemberian..., Susidna Sudirman, FH Ul, 2008  rucsmen # s 22



Para penghadap dikenal oleh saya/Renghadap--- e = ——
e T T saya kenal dan
yang lain diperkenalkan—oelehnyid” kéb;\;lai saya / Para penghadap diperkenalkan
D ¢ ket genal—ymng—akan—&iﬁebutkau—pada«akhi&—akla—ani.—-—--
Para Pihak menerangKan @ ccemeaee ottt ceme et e s e
« bahwa oleh Pihak Kedua dan PT. HADIRA KARYA PERSADA, yang beralamat di -
Jalan Tanjung 18, Blok )1, Ranco Indah, Tanjung Barat, Jakarta Selatan, --------:—

sclaku Debitor, tclah dibuat dan ditandatangani perjanjian utang-piutang yang

dibuKtiKan dengan © «e-eecmmmemm e et
- Aktetenggal—————- —- -— - ——noOMOr— —- p—
dibuat dihadapan ——

ya;f:_.,usalinan-wsmin—ya—d—ipeﬁihatkawkepada-sayar:—---
- Akta di bawah tangan yang bermeterai cukup, dibuat di Depok =-e---mas-eee--

Addendum Wa'ad (Kesepahaman)

tanggal -- 0 Oktober 2007 --- nOMOr 061/9/X-275/01-Wa'ad ----e-mmemmemnes-.
yang aslinya diperlihatkan kepada saya; -seeseemesmmmeeneceme e

. bahwa—uﬂwk—meﬂjamin—pelunasmwmng—Debilor-scvjumlah-llp; o

e’

e i -

— - s e e mmeeanme s = 4 cBGs - . —— — L - - )

/scjumlah uang yang dapat ditentukan di kemudian hari berdasarkan perjanjian
utang-piutang tersebut di atas dan penambahan. perubahan, perpanjangan serta
pembaruannya (selanjutnya disebut perjanjian utang-piutang) sampai scjumlah

Nilai Tanggungan scbesar Rp. 218.750.000,00 ----=-=--=- ( dua ratus delapan

belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ).
olch Pihak Pertama diberikan dengan akta ini kepada dan untuk kepentingan
Pihak Kedua, yang dengan ini menyatakan menerimanya, Hak Tanggungan

yang diatur dalam Undang-undang Hak Tanggungan dan peraturan-peraturan

pelaksanaannya atas Obyek/Obyck-obyek berupa 1
( satu ) hak atas tanah/Hak Milik Atas Satuan
Rumah Susun yang diuraikan di bawah ini @ «--ceemeeemmmecememcosemrensemnoeznrenens

Efektifitas pemberian..., Susiana Sudirman, FH Ul, 2008



Hak Milik/Hak-Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak-Pakalcmemmmmnncanene

Nomor 8528/Sukatani atas schidang tanah
sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/GeambarSituasi tanggal  -e---sceoeeeee
13 Mei 2000 Nomor  888/SUKATANI/2000 -----r-sesecmer
seluas 90 m*( sembilan puluh

meter perscgi)

dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.27.01.05.00898
4

- Propinsi 1 JAWA BARAT
- kebupeten/Kota : DEPOK

- Kecamatan :  CIMANGGIS
- Desa/Kelurahan :  SUKATANI

- Jalan To.

yangdiperoleh-oleh-Pemegang-Hak-berdasarkan-

Hak Milik/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : ------- -
atas sebagian tanah Hak ‘Milik /Hak Guna Bangyfian /Hak Pakai

Nomor
dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)

yaitu seluas kurang lebih : ¢

sebagaimana diuraikan dafam Surat Ukur/peta tanggal

Nomor yang dilampirkan pada akta ini.
terletak di ? ------ i IR
- Propinsi

- Kabup

- Kec¢amatan

esa/Kelurahan
lan

Efektifitas pemberian..., Susiana Sudirman, FH Ul, 2008



yang-diperoleh-oleh-Pemegang Hak-berdasarkan : -—--rerermmmromommeecncc oo ,

Hak Milik atas sebhidang (analy @ =seseesmemmemmmmmmscene e
Persil Nomor Blok Kohir Nomos
seluas kurang lebih
\
m
meler porsegl),
dengan batas-Datis 1 -=eeeesemmesmmmas s oo e ee coae

.//
sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal '
Nomor yang dilampirkan pada akta i
terletak di ¢ m-emmemmmmeee L NP R
- Propinsi
- Kabupaten/Kota
- Kecamatan

- Desa/Kelurahan

- Jalan /
‘,' .
berdasarkan alat-alat PUKt Berupa © «eeemcmemm s e
/
/
.I‘
/
/
//
/ -

2’ Milik Atas Satuan RUmiah SUSHI § scecevmmcace s sccmammmmmmmanenmccaceamaman s -

Y

e . St oo ® —— e oy e . s it e St

embessan Hul lany enngan Het? sunaer N ks 1
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tan

ttd.

20

ttd.

terletak-diag—ea— e e crecsess—eseserserecohesseesostrasarnccannn
Propinsi
- Kabupaten/Kota : /
- Kecamatan
- Desa/Kelurahan : / "
- Jalan
,

yang diperoleh oleh Pemegang Hak berdasarkan : --------- eemessesnesssoesniessen-s

e Hak

Sertipikat dan bukti pemilikan yang disebutkan di atas diserahkan kepada saya.
PPAT, untuk keperluan pendaftaran hak, pendaftaran peralihan hak. dan
pendaftaran Hak Tanggungan yang diberikan dengan akta ini; -==--=csmnesemeeemeen-

Pemberian Hak Tanggungan tersebut di atas meliputi juga @ -=--=e=-=cmcecencccamcncnen

-Bangunan dan seqala sesuatu yang terdapat diatas tanah tersebut, baik yang ----

ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari menurut sifat dan -----=s-=--
peruntukannya oleh undang-undang dipandang scbagai barang tidak - -
bergerak. | ,_.-»-‘/—/ -

4 . ¢ _—
Mt Penhesn ik fupnfigs pemberian..., Susiana Sudirman, FH Ul, 2008 /bt duva 12



Untuk selanjutnya hak atas tanah/Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dan
benda-benda lain tersebut di atas disebut sebagai Obyck Hak Tanggungan vang

oleh Pihak Pertama dinyatakan schagai miliknyi, -csoeemmememcme o ooens

Para pihak dalam Kedudukannva schagammana rersebut dr tas mencranghan,
bahwa pemberian Hak Tanggungan tersebut disetui dan diperjanprhan dengan

ketentuan-ketentuan sebagai Berikul 1 weseeee ommeemn i ameeieiececianeen o

Pihak pertama menjamin bahwa semua Obyek Hak Tanggungan terschut di atas.
betul milik Pihak Pertama, tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari

sitaan dan bebas pula dari beban-beban apapun yang tidak tercatat. ------=-------=-------

Hak Tanggungan tersebut di atas diberikan oleh Pihak Pertama dan diterima olch
Pihak Kedua dengan janji - janji yang discpakati olch kedua belah prhak

sebagaimana diuraitkan di bawah ing ¢ -eeeesmeeaoimn s

¢ Debitor dapat mclakukan pelunasan  utang  yaey  dyamin dengan Tlak
Tanggungan di atas. dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai
masing-masing hak atas tanah yang merupakan bagian dari Obyckh [lak
Tanggungan yang akan disebut di bawah ini. dan yang akan dibebaskan dar
Hak Tanggungan tersebut, schingga kemudian Hak Tanggungan itu hanya

membebani sisa Obyek Hak Tanggungan untuk menjamin sisa utang yang

el dilUNAST & ---cmsmmomm e e
- ObyekHak-Tanggungan———-——— - v
dengan nilai Rp. ‘ ( . -
- Obyek Hak Tanggungan
dengan nilai Rp. (

- Obyek Hak Tanggungan

-

7~

dengag/niﬁ Rp. (

Alta Pemberan 1ot TEGIEfit@s pemberian..., Suéiana Sudirman, FH Ul, 2008 ,,.1.um i s 19



e Dalam hal Obyek Hak Tanggungan kemudian dipecah schingga Hak
Tanggungan membebani beberapa hak atas tanah, Debitor dapat mclakukan
pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan dengan cara angsuran
yang besarnya sama dengan nilai masing-masing hak atas tanah tersebut, yang
akan dibcbaskan dari Hak Tanggungan, sehingga kemudian Hak Tanggungan
itu hanya membebani sisa Obyek Hak Tanggungan untuk menjamin sisa ntang
yang belum dilunasi. Nilai masing-masing hak atas tanah terscbhut akan
ditentukan berdasarkan  kescpakatan antara Pihak Pertama dengan  Pihak
K@U § mme e et ee e te st eet e e sece s n e sa e m e e ne

* Pihak Pertama tidak akan menyewakan kepada pihak lain Obyck  Hal
Tanggungan tanpa persctujuan tettulis terlebih dahulu dari Prhak Kedua,
termasuk menentukan atau mengubah jangka waktu sewa dan/atau mencrima

uang sewa dimuka jika disetlijui disewakan atau sudah disewakan; ----ee-eemeeee-

+ Pihak Pertama tidak akan mengubah atau merombak semua bentuk atau tata
susunan Obyek Hak Tanggungan, termasuk mengubah sifat dan tujuan
kegunaannya baik scluruhnya maupun sebagian, tanpa persetujuan tertuhis
terlebih dahulu dari Pihak Kedua; W A A

e Dalam hal Debitor sungguh-sungguh cidera janji. Pihak Kedua olch Pihak
Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan. da
untuk itu kuasa, untuk mengelola Obyck Hak Tanggungan berdasarkan
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang dacrah huhuminvi mehipun lerak

Obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan; ----s-cemceeeeeoocaeen .

« Jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya. berdasarkan
perjanjian utang-piutang tersebut di atas, olch Pihak Pertama. Pihak Kedua
selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diben
dan menyatakan menerima. kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa
persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama @ -o-eceeeecnenenees e
a. menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Obyck Hak
Tanggungan baik selurulinya maupun sebagian-sebagian: ---=-=--eseceeeeec... .

. mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan:-

menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi; ----

e o o

menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersanghutan, - -
c. ,mengambil dari vang hasil penjualan itu sclurshnya atau sebagian untuk

melunasi utang Debitor tersebut di atas: din - --eeemememe oo

. N
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f. melakukan hal-hal lain yang menurut Undang-undang dan peraturan hukinm
yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu

dilakukan dalam rangka meclaksanakan huisa tweesebut; --- ---

Pihak Kedua sebagai Pemegang Fak Tanggungan Pertama atas Obyck Hak
Tanggungan tidak akan membersihkan Hak Tanggungan tersebat kecuahi dengan
persctujuan dari Pemegang Hak Tanggungan Kedua dan selerusnya, waliaupun

sudah dieksekusi untuk pelunagan piutang Pemegang Hak Tanggungan Pertama,

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua, Pihak Pertama
tidak akan meclepaskan haknya atas Obyck Hak Tanggungan atau

mengalihkannya secara apapun untuk kepentingan Pihak Ketiga; ---------+~--==2---

Dalam hal Obyck Hak Tanggungan dilepaskan haknya oleh Pihak Pcriama aian
dicabut haknya untuk kepentingan umum. sehingga-hak Pihak Pertama atas
Obyek Hak Tanggungan berakhir. Pihak Kedua dengan akia ini oleh Pihak
Pcrtama diberi dan menyatakan menerima kewenangan. dan untuk sty huasa,
untuk menuntut atau menagih dan mencrima vang ganti rugi dan/atau scgala
scsuatu yang karena itu dapat ditagih dari Pemerintah dan/atau Pihak Ketiga
lainnya, untuk itu menandatangani dan menycrahkan tanda pencrimaan uang
dan melakukan tindakan-tindakan yang perlu dan berguna serta dipandang baik
olch Pihak Kedua serta selanjutnya mengambif seluruby atau scbagian vang gann

rugi dan lain-lainnya tersebul guna pelunasan piutanguyd; —=------sc--=-=-cccaceececs

Pihak Pertama akan mengasuransikan Obyek Hak Tanggungan terhadap
bahaya-bahaya kebakaran dan malapetaka lain yang dianggap perlu oleh Pihak
Kedua dengan syarat-syarat untuk suatu jumlah pertanggungan yang dipandang
cukup oleh Pihak Kedua pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Pihak
Kedua. dengan ketentuan surat polis asuransi yang bersangkutan akan disimpan
oleh Pihak Kedua dan Pihak Pertama akan membayar premi pada waktu dan
sebagaimana mcstinya: Dalam hal terjadi kerugian Karcna kebakaran atau
malapetaka lain atas Obyek [ak Tanggungan Pihak Kedua dengan akta im
diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu Kuasa, aniuk
menerima scluruh  atau  sebagian vang  pant Kerugian  asuranse yang

bersangkygan sebagai pelunasan utang Debitor: «--ee-emsmsmsesmermeesomnomsnmsommnnene

Pihak Kedua dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangin,
dan untuk itu kuasa, untuk. atas biaya Pihak Pertama, melakukan tindakan yang

diperfukan untuk menjaga dan mempertahankan serta menyelamatkan Ohyck
Bfektifitas pemberian..., Susiana Sudirman, FH Ul, 2008



— e st e

n

Hak Tanggungan, jika hal itw diperlukan untnk pelaksani s ehselos aiae ol

mencegah menpgadi hapesova ata ahbaihanmva hak e of o0 1
Tawzpangan harena tidak dipenuamya mau ddauz g imiva heteantan 1.
undang serta pha diperathan veeeias pepangangean ek v abin Jan

pemnaruan hak atas el e menpade Gha el Thak Tangecan can,

e Jika Pihak Keduia memporgunakan kekoasaanays antuh momal Obyved Hak
Tonzeuagan. Pihak Pertuni akan memibcrikan hesempatan kepada viee
berkepentingan cntuk melha Obveh Hak Tanggungan vang bersimghaan padta
waktu yang diteniukan oleh Pihak Kedua dan segera mengosonghan v snui
mangosongkan dan mceayerahhan Obyek Hak Tanggungan terscbut hepada
Pihek Kedua atau pihak yang ditunjuk oleh Pihak Kedua agar selanjuinya dapal

menggunakan datam arti kaf yang scluas-luasnya; ----seeeemeeecocooaees ooioieeae ot

 Sertipikat tanda bukii hak atas tanah yang menjadi Obyck Hak Tanggungan
akan discrahkon oleh Pihak 2ertama Kepada Pihak Keaui untuk disompan in
dipergunakan oleh Pihak Kedua dalwm anelaksanakan hak-haknv.e sobaean
Pemegang Hak Tanggungan dan untuk 1tu Pihak Periang donear cida 1o
memberikan koasa kepada Pihak Kedua ontaek mencimu sertipakat toasel at Lo

Kan o Pertanahan sctelah Hak ‘Langgungan s didaltar, e -

. - —— e o = i b = s 4 m e S— e

RPN - YTOPTY I |

Untuk melaksanak i angi-foap dao Leteotu n-Feten van sebagatmana disvankon
Jalae pasal 2, Pihak Pertama dengan akta int memberi kuasa hepada Pihak

Kedua, yung menyatab m mencrnmaayvi untuh menghavap di hadapin pejaban

Efektifitas pemberian..., Susjgna Sudirman, FH Ul, 2008
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retan

ttd.

]

ttd.

pejabat pada instansi yang berwenang, memberikan keterangan, menandatangany
formulir/surat, menerima segala surat berharga dan lain surat serta membayar
semua biaya dan menerima scgala uang pembayaran scria melakuhan segala
tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan janji-janji dan ketentuan-

ketentuan tersebut, <-ceceeeee cemecrmeecanecsaccan cecmmmemmeeeemeseceeeececemeeseesmeesennennan

Pasal 4 ----eemeemmmmcm e “meneecn-

Para pihak dalam hal-hal mengenai Hak Tanggungan tersebut di atas dengan

segala akibatnya memilih domisili pada  Kantor Panitera Pengadilan Negeri ------

Depok. ‘ et ———n

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya mengenai pembebanan

Hak Tanggungan tersebut di atas dibayar olch Debitor, -----=seseeecrceocomeooannnonn

Akhirnya-hadirjuga-dikadapan-saya.dengan-dihadiri-oleh-saksi-saksi yang-sama
. . . B i
dan akan disebutkan padit akhir akla ini @ «-meseeeocsceomoammnecccnaaes P

angkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui

k-Tanggungan-dalam-akia-ini- -— .

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan @ cccccceemmmoccccccrciiianannes

-IRMA NURLIA dan SANTI, keduanya pegawai Kantor saya, PPAT, bertempat tinggal
di Cimanggis.

-

—

-

-

» . 1t
Alta Pemberian Hallmeamitts nemberian..., Susiana Sudirman, FH Ul, 2008
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sebagal saksi-saksi dan sctelah dibacakan serta dipelaskan, maka sebhagm ok
kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pibak Kedua
iersebut  di atas, akta ini ditandatangani olch Pihak Pertamia, Pilak Kedw,
para saksi dan saya, PPAT, scbanyak 2 (dui) lembar in originali. situ lembin

disimpan di kantor saya, scdang lembar lainnya disamparkan kepinda Kepida
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Depok.

untuk keperluan pendaftaran Hak Tanggungan yang diberikan dengan akta im ----

Pihak Pertama Pihak Kedua

ttd. ttd.
Ny ,RETNO INDARTI Tn H,ZWHIE ROSMAN
Persetujuan Suami ....... Persctujuan coen.
ttd,
piRgOrYAN RAZZEN
Saksi Saksi
ttd. ttd,
..... TRMA NURLIA ... SANTL

.....................................

Pejabat Pembuat Akta Tanah

Cap + ttd,

mA KOESOEI‘TJ\WATI ’S QH .

...................................................

Efektifitas pemberian..., Susiana Sudirman, FH Ul, 2008
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AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN

No: 22.- / 2007

Lemr PertamalK edna

Pada hari ini, Selasa === funggal 09 ( sembilan
bulan «---~ Cktober —~==--tahun 2007 ( dua ridu tujuh ~—----—-=

- vw - - - —-—---.—-.——-——-—--m—---——.—-——————)

hadir dihadapan saya IRA KOESOEMAWATI, Sarjana Hukum---=--e--s=semeoconeeconanonnn-
yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional ------==--=-------

------------------------

mmoeeesveensssw -

tanggal --m-=ss--- 11 Pebruari 2005------- nomor 2-X.A-20085 -=+em--semacenonacomaenen-
diangkat/ditunjuk sebagai Pcjabat Pembuat Akta Tanah. yang selanjutnya dischut

PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan dacrah kerja  Kota Depok --------------evu--
--- -=-----=  dan berkantor di  Jalan Radar Aurt --------------
Nomor 82-C, Cimangais, Kota Depok : -—-- dengan  dihadiri

oleh saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : ------

Lo I. -Nyonya RETNO INDART], lahir di Jakarta pada tanggal 21-12-1970 (dua-----

puluh satu Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh), Ibu Rumah----------
Tangga, beralamat di Permata Arcadia Blok B3 Nomor 15, Rukun Tetangga--
02, Rukun Warga 23, Kclurahan Sukatani, Kecamatan Cimanggis, Kota---- ---
Depok, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
32.77.01.1005/6542/316850S; -
-menurut keterangannya untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut---
dalam akts ini telah mendapat persetujuan dari suaminya bernama Tuan-----
SOFYAN RAZZY, lahir di Jakarta pada tanggal 12-10-1970 (dua belas----------
Qktober seribu sembilan ratus tujub puluh), Karyawan, beralamat sama----—-
dengan isterinya tersebut diatas, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu-
Tanda Fenduduk Nomor: 32.77.01.1005/6542/3163504; yang turut hadir-----
dinadapan saya, PPAT aan ikut menandatangani akta ini sebaqai tanda-------
persetujiannnya; -=-==v=sx===- memmmmmmmeeeneoo- et PEEE
-selaky Pemberi Hak Tanggungan, untuk selanjutnya disebut:----- —-emnmne- -
----------------------------------- "PIHIAK PLRTAMA" --ocvvmemcmc e

[I. -Tuan Haji EDHIE ROSMAN, Kepala Cabang PT. BANK SYARIAH MANDIR]-----
Cabang Dapck, beralamat di Jalan Mutiara nomor €, Rukun Tetangga 003,---
Rukun Warga 011, Keilnahan Baranangsiang, Kzcamatsn Bogor Timur, Kota-
Bogor, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda "enduduk Nomar. --
10.5102.131266 0001 j=emmmeememmmme e e e e ----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut--
diatas berdasarkan Surat Kuasa Direksi yang dibuat sccara dibawah tangari--
tertanggal 10-05-2004 (sepuluh Mei dua rnibu empat) nomor: 6/108-KUA/DIR
bermmeterai cukup, aslinya diperlihatkan kepada saya, PPAT, selaku kuasa-----
dari Tuan M.HARYOKO dan Tuan ISKANDAR Z.RANGKUTI, mastng-masing----
berlindak dalam jabalannya sclaku Direklur, junclo Petikan Kepulusan--------
Oirekst PT. Bank Syanah Mandin tangga! 21-03-2006 (dua puluh satu Maret--
dua rihu enam) Nomor: 8/097-KFP/DIR tentang Pemindahan Pegawai---------

Akta Pemberian Mak Tanggungan i Halansan 8 doase 12
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pemcgang—hak—atas—tanah/Hak-Milik -Atas-Satvan -Rumah Susun. vang

akan dibebani Hak Tanggunzan. sclanjutnya disebut Pemegang Hak.

o

P

~

~

xetan pemilik /
ttd. -~
@d-ﬂau&nggungaa,—mmk—sckmwamwbwm&_ Portama,

\,

1. PT. Bank Syariah Mandiri, seleku demikiar mewakili Direksi bertindzk untuk dan----
atas nama Perseroan Terbatas PT, Bank Syariah Mandiri, berkeduduian di Jakarta,
yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor: -
23 tanggal 08-09-1999 (delapan Septemher seribi sembilan ratus sembilan puinhk--
sembilan), dibuat dihadapan SUTIIPTO, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, d-n
lelah disahkan oleh Menteri Kehakiman R.1. pada tanggal 16-09-1999 (enam belas-
September seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Nomor : -~s=ea=emeeacee-
C-16495 HT.01.04.TH.99 dan telah diumtmkan dalam Berita Negara Republik------
Indoncsia tanggal 31-10-2000 (tiga puluh satu Oktober dua ribu) Nomor: 87--------
Tambahan NOmMOr: 6588, -====-==srememme e e e eee >

Vi

coretan

< —_ — e

sclaku Penerima Hak Tanggungan, yang setclah lMak Tanggungan y.ung
bersangkutan didaftar pada Kantor Pertanahan setempat akan bertindak

sebagai Pemegang Hak Tanggungan. untuk sclanjutnya dischut Pihak

Alta Pemberim Hok Langeenngan ol ¥ hges 40
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etan

wetan

ttd.

A&an

fkat Kedud
an

Para penghadap dikenal oleh saya/Penghudap

- TTavie kenal dan
yang lain diperkenalks vi Kepada saya / Para penghadap diporikenathan

mi_pwgcu.d_}nn g—akan disebuthan_pada akhuaiti o -

Para Pihak menerangkan :

.............................................................

e bahwa oleh Pihak Kedua dan PT. HADIRA KARYA PERSADA, yang beralamat di -
Jalan Tanjung 18, Blok J1, Ranco Indah, Tanjung Barat, Jakarta Selatan. ---------

—

selaku Debitor, telah dibuat dan ditandatangani perjanjian utang-piuting vang

dibuktikan dengan :

....................................................................
. Wlh.—_ — BORMAE

dibuat dihadapan ///
S

- yarsdl i anrenminyva-diperhhatkan kepadisayai - <.
- Akta di bawah tangan yang bermeterai cukup, dibuat di  Depok
Addendum Wa'ad (Kesepahaman)
tanggal -- 01 Oktober 2007 --- nomor (061/9/X-275/01-Wa'ad ---=+=r=m=ssnee-a-
yang aslinya diperlihatkan kepada saya: ---=s-se--esoomeecmmcmaneeecenncceeneeeann.

................

Y

( //_’/_,_.
—_— )

/sejumlah vang yang dapat ditentukan di kemudian hari berdasarkan perjanjian

utang-piutang tersebut di atas dan penambahan, perubahan, perpanjangan scrta
pembaruannya (selanjutnya disebut perjanjian utang-prutang) sampai sejumlah
Nilai Tanggungan sebesar Rp. 218,750.000,00
belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah -

oleh Pihak Pertama diberikan dengan akta ini kepada dan untuk kepentingan g

( dua ratus delapan

Pihak Kedua, yang dengan ini menyatakan menerimanya, Hak 'I'ung_-g:un;_.-un‘l

yang diatur dalam Undang-undang Hak Tanggungan dan peraturin-peraturan

pelaksanaannya atas Obyek/Obyek-obyek berupa R
( satu )} hak atas tanah/Hak Milik Atas Satuan
Rumah Susun yang diuraikan di bawah ini : =«=saeecceececnacmacneanns T SRLCTTILELED
Absa Pemberian Hak Tonegnnean 3 Hodamun $ dhars 1.
[Efekti Itas pemberian..., Susiana Sudirman, FH Ul, 2008



nan

ttd.

«  Hak Milik/Hak-GumrHsahaiHnk-CGunnddang nnanibah-Pakitt o oo oo ceeeeee

Nomor 8528/Sukatani -----=--s-mmeemoano- atis sehidany tanah
scbagaimana divraikan dalam Surat Ukur/Gassbaessbiaslimgpal oo
13 Mei 2000 ----sxeooeaoues e Nomor  888/SUKATANI/2000 ----snn-son:-
seluas  ==-=--- 90 -------- m” (  sembilan puluh wnemes -
- meler persegt)

dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)  10.27.01.05.00898

TELICLAK Ui ¢ ~mmemmemmmmmmcmccemacs tomseeosecmnn o mcememmmnsmeeoeemcemetaeinemmmasaaos
- Propinsi : JAWA BARAT

- kabupaten/Kota . DEPOK

- Kecamatan . CIMANGGIS

- Desa/Kelurahan ! GUKATANI

- Jalan R “

yang<hiperoleh-oleh-Remerang-Hak hordasarhatiir = -mam e mmmcem e o eccoe e

e Hak Milik/Hak Guna Bangunan/Hak Pakiti @ <-eeeeeomasimavencen oo /en e . eme-
nan /Hak  Pakai

atas scbagian tanah Hak Milik /Hak Guna Bang
Nomor

dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)
yaitu seluas kurang lebih
meter pueisegy),

dengan batas-hatag i--ma-eswmcememmemcc oo . e

/

y
sebagaimana diuraikan dalgm Surat Ukur/peta tanggal
Nomor / ying difampukan padaakime.
terletak di o mememmmms o e e T LR T
- Propinsi
- Kabupatep/Kota
- cham'd
- Desd/Kelurahan

lan

n

Mg Pemnorin iii@KlfikRS. pemberian..., Susiand Sudirman, FH Ul, 2008



tan

Lo Il s pemberian.., Susiana Sudirman, FH Ul, 2008

yang diperaleh oleh Pemegang Hak-berdasarkan<— e

Hak Milik atas sebidang tanah : ---seeccememeomcmmmmmmmnmmccececceicc e eeee
Persil Nomor Blok Kohir Nomar

seluas kurang lebih

mo

/ IETCE porsen

dengan balas-hatlas § socasesmmamcsommaaciee i e

sebagaimana diuraikan dalam peta tangga
Nomor yang dilamptrkan pada akta un
terletak di ; --emmesmmmec e e e e
- Propinsi

- Kabupaten/Kota
- Kecamatan

- Desa/Kelurahan

- Jalan

berdasarkan alat-alat BUK U Derupa - ocmcmee e e m e i eaea -

Hak Milik Atas Satuan Rumah SUsun ; -==--=reemcmmmmmamcccecsecccccnasccramanccaneae.

mor

S

Hooarerans N bors £



beH @ikl e - e e - semensney

Propinsi s
- Kabupaten/Kota /,'/
- Kecamatan : /
- Desa/Kelurahan ; /
- Jalan ' / /
yang diperoleh oleh Pemcgang Hak berdasarkan @ ---e--- ~/ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
r/'
corelan + Hak
e, /
/
/7
’
/
/
/’/
,
7/
/
¥4
'/

Sertipikat dan bukti pemilikan yang disebutkan di atas diserahkan kepada saya.
PPAT, untuk keperluan pendaftaran hak, pendaftaran peralihan hak. dan

pendaftaran Hak Tanggungan yang diberikan dengan akta ini; ------ceecmcmemmmnanss

Pemberian Hak Tanggungan tersebut di atas meliputi juga : -=----ssrss-snesemseeseess
-oretan

-Bangunan dan segala sesuatu yang terdapat diatas tanah tersebut, balk yanq ----
. ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari menurut sifat dan ----------

peruntukannya oleh undang-undang dipandang sebagai barang tidak - -
peigerak, ------ - e emmmeemeceeesessesesmemeseeeeceseemeessnencececesse

6
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e Dalam hal Obyek Hak Tanggungan kemudian dipecah sehingga 1lak
Tanggungan membebani beberapa hak atas tanah, Debitor dapat mcelakukan
pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan dengan cara angsuian
yang besarnya sama dengan nilai masing-masing hak atas tanah tersebut, yvane
akan dibebaskan dari Hak Tanggungan, schingga kemudian Hak Tangpun:an
itu hanya membebani sisa Obyck Hak Tanggungan untuk menganin siva vt
yang belum dilunasi. Nilai masing-masing hak ata. tanah tersebot akan
ditentukan berdasarkan  kesepakatan antara Pihak  Pertama  dengan Mihak

Kedual & commmmmcmm e e et e

e Pihak Pertama tidak akan menyewakan hepada prhak lam Obvel Shal
Tanggungan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dary Pihat Kodne
termasuk menentukan atau mengubah jangka waktu scwa dan/atau menciima

vang sewa dimuka jika disetujui disewakan atau sudah discwakan. -------- D

« Pihak Pertama tidak akan mengubah atau merombak semua hentuk atan iata
susunan Obyek Hak Tanggungan, termasuk mengubah sifat dan 1ujuan
kegunaannya baik seluruhnya maupun scbagian, tanpa persetujuan tertulis
terlebih dahulu dari Pihak Kedua; ---ece-cceeommommmmom oo e .-

e Dalam hal Debitor sungguh-sungguh cidera janp, Pihak Kedua oleh Pihalk
Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan mencrima hewenanean dan
untuk itu kuasa, untuk mengelola Obyek Hak  Vangeunean berdae nbon
Penctapan Ketua Pengadilan Negen yang dacrah hukumnvi wchipun Lok
Obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan; - -- ... ...

» Jika Debitor tidak mcmenuhi kewajiban untuk melunass utangnva, herdasanen
perjanjian utang-piutang terscbut di tas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua
selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta i diben
dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu Kuasa, untuk tanpa
persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama @ -ceeecemcaaanaes emeemeeein amen
a. menjual atau suruh menjual dihadapan umum sccara Iclang Obych Tk

Tanggungan baik seluruhnya maupun scbagian-sebagian; ------=-e-c - -+ - -

mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan:-

menerima uang penjualan, menandatangani dan menycrahkan Kwitansi: -

e 0 o

. menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan,
e. mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhny atau sebagin antok

melunasi utang Dchitor tersebut di atas: din -ieovemeennnee sessnones ver - -

,
N
g e

A Yeathe b ' o 0 bare
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. mclakukan hal-hal lain yang menurmt Undang-undang dan peratuan hokan:
yang herlaku  diharuskan  atau menurut pendapat Pibak - Kedua poita

dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa terschut; ---- ---

e Pihak Kedua sebagai Pemegang Hak ‘langgungan Pertama atas Obyvek tiak
Tanggungan tidak akan membersihkan Hak Tanggungan tersebut kecwab dengoan
persctujuan dari Pemegang Hak Tanggungan Kedua dan seterusnva walaupun

sudah dieksekusi untuk pelunasan piutang Pemegang Hak Tanggungan Pevams

e Tanpa.persetujuan tertulis terlebih dahuly dari Pihak Kedua, Pihak Pertama
tidak akan meclepaskan haknya atas Obyck Hak Tanggungan atau

mengalihkannya secara apapun untuk kepentingan Pihak Ketiga: -------e-aznoemee--

* Dalam hal Obyck Hak Tanggungan dilepaskan haknya oleh Pihak Pertama atau
dicabut haknya untuk kepentingan umum, sehingga hak Pihak Pcrtama atax
Obyek Hak Tanggungan berakhir, Pihuk Kedua dengan akta imi olch Pthai
Pertama diberi dan menyatakan menerima kewenangan. dan untuk 1lu huase:.
untuk menuntut atau menazih dan mencrima uang ganti rugt danfatau scgala
sesuatu yang karcna itu dapat ditagih dari Pemerintah dan/atau Pihak Ketiga
lainnya, untuk ity menandatangant dan menyerahkan tanda penerimaan uang
dan melakukan tindakan-tindakan yang pertu dan berguna serta dipandang bath
oleh Pihak Kedua serta selanjutnya mengambil seluruh atau schagian wang gants

rugi dan lain-lainnya tersebut guna pelunasan piutangnya: --------- Rl .

e Pihak Pertama akan mengasuransikan Obyek Hak Tanggungan terhadap
bahaya-bahaya Kecbakaran dan malapetaka lain yang dianggap perlu oleh Pihak
Kedua dengan syarat-syarat untuk suatu jumlah pertanggungan yang dipandang
cukup oleh Pihak Kedua pada perusahaan asuransi yang ditunjuk olch Pihak
Kedua, dengan ketentuan surat polis asuransi yang bersangkutan akan disimpan
oleh Pihak Kedua dan Pihak Pertama akan membayar premi pada waktu dan
sebagaimana mestinya; Dalam hal terjadi kerugian karena kebakaran atau
malapetaka lain atas Obyck Hak Tanggungan Pihak Kedua dengan akta i
diberi dan menyatakan mencrima kewenangan, dan untuk itu Kuasa, untul
menerima  seluruh ataw  schagran vang  ganti  Kerugian  asurans vang

bersangkutan sebagai pelunasan utang Debitor, cc-ccemeeemmcricinimcen coveenn

* Pihak Kedua dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewcehangan,
dan untuk itu kuasa, untuk, atas biaya Pihak Pertama, melakukan tindakan yang

diperlukan untuk menjaga dan mempertahankan serta menyclamatkan Obycek

Alta Penberian Hak Tanggungan Hadawnmn 2 e 12
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Hak Tanggungan, jika halstu diperlukan untul pelaksanaan chschuss atun uatak
mencegah  menjadi hapusnya atau  dibatalkannya hak etas Obvek Tk
Tanggungan Karcna tidak dipenuhinya ataun dilanggarnya hetentuan Hadarey

undang serta jika diperluhan mengurus perpanjangan jangha wakta dan

pembaruan hak atas tanah vang mensich Ohyek ak Tanggungan

Tika Pihak Kedua mempergunakan hehuasaannys untoh menpual Ok Hak
Tanggungan. Pihak Pertama akan membernikan hesermpatan hepades vane
berkepentingan untuk melihat Obyek Hak Tanggungan yang hersangh o pata
waktu yang ditentukan oleh Pihak Kedua dan scgera mengosonghan aii serul,
mengosongkan dan menverahhan Obyek Hak Tanggungan tersebut hepadi

Pihak Kedua atau pihak yang ditunjuk oleh Pihak Kedua agar sclanjutnya dapa

menggunakan dalam arti kata yang scluas-luasnya <---==es--em-omceomoococmeeonnenn q\

Sertipikat tanda bukti hak atas tanah yang menjadi Obyck Hak tangeungern
akan diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pinak Kedua untuk disimpan dan
dipergunakan olch Pihak Kedua dalim mclaksanakan hak-haknya scbagin
Pemegang Hak Tanggungan dan untuk itu Pihak Fertama dengan aiti o
memberikan kuasa kepada Pihak Kedua untuk menerima sertipthat tersebat g

Kantor Pertanahan setelah Hak Tanggungan wn didaltar, P

-

//

Untuk melaksanakan janji-janji dan ketentaan-hetentuan sehagsimana sinaka
dalam pasal 2, Pihak Pertima dengan akta it membert kuasa kepada Paais

Kedua: yang menyatakan menerimanya untuk menghadap < hadiapan pejabal

Efektifitas pemberian..., Susiana $Hdirman, FH UI, 2008
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pejabat pada instansi yang berwenang, memberikan keterangan, menandatanganm
formulir/surat, mencerima segala sucat betharga dan Lun surat sertic membayin
scmua biaya dan mencerima segala vang pembayaran serta mefakukan sepala
tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan jangi-pngi dan ketentuan-

Kelentuan 1erSehUL, r-cscmeecemoo et ccteeaac i ccireraremm e a s m e rmemn s e n e

Para pihak dalam hal-hal mengenai Hak Tanggungan terscbut di atas dengan
segala akibatnya memilih domisili pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri ------
Depok. S

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya mengenai pembebanan

Hak Tanggungan tersebut di atas dibayar oleh Debitor,

Akhiraya hadir juga dihadapansayidengan-dihadirioleh saksi-saksi yang sangg
dan akan disebutkan pada akhir akta ini :

yang me ngkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui

erian Hak Tanggungan dalam okt 0l o ceocec e e caascaaaen

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : ceeoccememeeommceimec e

-[RMA NUR!.IA dan SANTI, keduanya pegawai Kantor saya, PPAT, bertempat tinggal -
di Cimanggis. =2

-

/

Akta Pemberian Hak Tanggungan I Halaman 1 dnege 12
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sebagar saksi-sakst dan cetelah dibacakan serta dijelaskan, maka sehagin bukzn
kebenaran pernyataan yang dikemukakan olch Pihak Perama dan Pihak Kedua
terscbut di atas, akta i ditandatangant  oleh Pthak  Pertama, Mhab Kedua,
para saksi dan saya. PPAT. schanyak 2 tdua) lembar in originabt. ~atu femba
disimpan di kantor saya, sedang lembw Lainnya disamparkan up;.di. Kepala

A}

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Depok. - -

untuk kepertuan pendaftaran Hal Tanggungan yang diberikan dengan akia nn -- -

Pihak Pertama Pihak Kedua

ttd. ttd.

Ny .RETNO INDARTI

.....................................

To.H.EDHIZ ROSMAN °

...................................

ttd,

' ,SOFYAN RAZZY

....................................

Saksi Sakst
ttde ttd,
IRMA NURLIA SANTI. ...

................................................

“aran untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah

J g;nﬂ»tan
CikTanggungan lT

|o 400}
Cap + ttd.

................................................

& U Fertanahan IRA KOESOEMAwWATI,S.H,

YUK YAAY
PWAN ‘“\f\/““ .

Abia Pembent s HiTRLIiIA® pemberian..., Susiatd Sudirman, FH Ul, 2008 w1 ke o
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LINE FACILITY
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia
Nomor: 45/DSN-MUI/II/2005 tentang Line Facllity (At-Tashilat)

Menimbang :

a

b

[

Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat
adalah fine fadility (attashilat), yaitu fasilitas plafon pembiayaan dalam jangka waktu tertentu
untuk masabah tertentu dengan ketentuan yang disepakati dan mengikat secara moral.
Bahwa Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut
dalam berbagai produknya.

Bahwa agar fasilitas tersebut dilaksanakan sesuai dengan Syari‘ah islam, Dewan Syari‘ah
Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

1.

Firman Allah SWT, antara lain:

a QS. al-Ma'idah [5]: 1 ’

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak,

kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan

berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-

hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

b QS. allsra’ [17):34:

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik

(bermanfa’at) sampai ia dewasa penuhilah janji,. sesungguhnya janji itu pasti diminta

pertanggunganjawabannya". :

c QS. al-Baqarah [2]: 275:

“Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya

orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang

demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli

itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari

mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan);

dan urusannya (terserah) kepada Alfah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka

orang itu adalah penghunipenghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Hadis-hadis Nabi s.a.w.; antara lain:

a Hadis Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf alMuzani, Nabi s.a.w. bersabda:

“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum musfimin kecuali perjanjian yang mengharamkan

yarg halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat

mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

b Hadits Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daraquthni, dan yang lain, dari Abu Sa'id al-
Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

“Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang fain.”
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fantin vt ey thunalih ade Tige, jike berkata, 1a dusta, apatals berjany, 1a wgkan, dan
apabila diben amanat, ia kivanat.”

Kaldah-kaidah Figh; antara fain:

a “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalif yang
mengharamkannya.”

b “Kesulitan dapat menarik kemudahan.”

¢ “Hajat dapat menduduki posisi darurat.

d. “Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang

berlaku berdasarkan syara’ (selama tidak bertentangan dengan syari'at).”

Memperhatikan:

1.

2
3.

4,

Keputusan Majma’ Al-Figh Al Islami Organisasi Konferensi Islam (OKl), Nomor: 40 & 41
Tahun 1988 tentang al-Wafa' bial- Wa'd wa al-Murabahah li-al-Amir bi-al-Syira'.

Hasil workshop BPH-DSN, 9-10 Dzulga'dah 1425/21-22 Desember 2004.
Surat Direksi BSM No.6/552/DIR tertanggal 21 September 2004 perihal permghonan fatwa.

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan ,Syari'ah Nasional pada hari Selasa, 13 Muharram
1426/ 22 Februari 2005.

MEMUTUSKAN
Menetapkan: FATWA TENTANG LINE FACILITY

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

Line Facility adalah suatu bentuk fasilitas plafon pembiayaan yang diberikan oleh LKS
kepada nasabah tertentu dalam jangka waktu tertentu yang dijalankan berdasarkan prinsip
syari'ah.

¥a'd adalah kesepakatan atau janji dari satu pihak (LKS) kepada pihak lain (nasabah)

untuk melaksanakan sesuatu yang dituangkan ke dalam suatu dokumen Memorandum of
Understanding.

Akad adalah transaksi atau perjanjian syar'i yang menimbutkan hak dan kewajiban seria
merupakan realisasi dari Line Facility.

Kedua : Ketentuan Akad

Line Facility boleh dilakukan berdasarkan wa'c dan dapat digunakan untu' pemuiavaar
pembiayaan tertentu sesuai prinsip syaniah.

Akad yang digunakan dalam oembiayaan tersebat di atas dapat berbentuk akad Muraboiar.
Istishna', Mudharabak, Musyarakah dan ljarah.

] LKS hanya boleh m=ngambil margin, bagi hasil dan/ataufee atas at ad-akaé yang
direalisasikan dari Line Facility.

c Senatanan margin, nisbah bagi hasi‘ daniatau fee (ujrah) yang dimiata oten LES
harus m=ngacu kepada ketentuarketentuan masing-masing akad dan ditetepkar
pada saat akad tersebut dibuat.

1)

Pelaksanaan akad-akad pembiayaan yang mengikuti Line Facility harus berpedoman
pada Fatwa DSN nomor: 04/DSNMUIAV/2000 tentang Murabahah, Fatwa DSN nomor.
06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna’, Fatwa DSN nomor: 07/0SK-MUI/
IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), Fatwa DSN nomor: 08/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, Fatwa DSN nomor 03/0SN-MUIAV/
2000 tentang Pembiayaan ljarah.
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©oTepreTiye oveu e te jadi ol solisihien dl antale
PRAL pMaN TRl MaRA penyelvsalaniye dlskuhan melatui Badan Arbitrase Syan'ah
Nasional setelah tidak tercapal kesepakatan melalul musyawarah,
Fatwa Ini berfaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Jika di kemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Jakarta

Tanggal : 22 Februari 2005 / 13 Muharram 1426 H
DEWAN SYARL'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA
Ketua, Sekretaris,
KH. M.A Sahal Mahfudh Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin
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KEPUTUSAN FATWA
KOMISI FATWA MAIELIS ULAMA INDONESIA

Tentang
WAKAF UANG
Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia setelah
Menimbang :
1. bahwa bagi mayoritas umat Islam fndonesia, pengertian wakaf yang umum diketahui, antara
lain, adalah:

yakni “menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak
melakukan tindakan hukum terhadap benda tesebut, disalurkan pada sesuatu yang mubah
(tidak haram) yang ada, " (al-Ramli. Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, (Beirut: Dar
alFikr, 1984], juz V, h. 357; al-Khathib al-Syarbaini. Mughni al-Muhtaj, [Beirut: Dar al-Fikr,
t.th], juzil, h. 376);

atau “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompek orang atau badan hukum
yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadat atau keperluan
umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam” dan “Benda wakaf adalah segala benda, balk
bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan
bernilai menurut ajaran Islam" (Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Buku lll, Bab , Pasal
215, (1) dan (4)); sehingga atas dasar pengertian tersebut, bagi mereka hukum wakaf
vang (waqfal-nuqud, cash wakaf) adalah tidak sah;

2 bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan ) dan kemaslahatan besar yang tidak
dimiliki oleh benda lain;
3. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan

fatwa tentang hukum wakaf uang untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT :
“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaijakan (yang sempurna), sebelum kamu
menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintal. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka

gféﬂﬁﬁ‘élg'?v?ﬁ‘%é'ﬁ%ﬁ?!‘@lréiéﬁé-é'&:ﬂ]??ﬁé?li*’@ﬁ Ul, 2008

2. irman Aflah SWT:



I BankSyarianMarc . rikKP-LOA FA> MO, : BR132=3: 330 Mar. @6 2008 @3:48A1 Fl

BANK SY/\RIAH

5 Maret 2008

NO. 10/013'3’08' Kantor Puast
Lamp'ran ! 1 berkas Gecung Bank Syanab Mandri
Ji M.H. Thamrin No. 6

Kepada: Jakana 10340 - Indonesia
PT Bark Syariah Mandiri Telp. ‘62'302 230 cam
162-21) 394 39000 (Hunting)

Cabang Utama Depok Fus (62.21) 3983 2960

JI. Margonda Raya HNo. 42 Depok 16431
U.p.: Kepala Cabang

Assalaamu’alaikum Wr. Wb.
Perihal: PERSETUJUAN RISET MAHASISWA

Semoga Saudara dan seluruh staf dalam keadaan sehat wal ‘afiat dan senantiasa
mendapat taufik serta hidayah dari Allah SWT. Amin

Menindaklanjuti sural cabang Saudara No. 10/115-3/061 tanggal 28 Februari 2008
Perihal Permohonan Data untuk Penelitian, bersama ini kami sampaikan bahwa
permohonan dimaksud dapat dilaksanakan,

Adapun nama peserta penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

' NO ! MAMA/NIM UNIV/FAK JUDUL SKRIPSI KET.
1 ' Susiana Sudimman | U/ Hukum | Efektiftas Pembenan Jaminan Pada | Riset &
' /1606008866 Akta wa'ad Dalam  Transaksi | Permchonan
] Perbankan Syanah (Studi Kasus | Data
! Pada PT Bank Syariah Mandiri)

Perlu kami tegaskan bahwa dalam pslaksanaan penelitian tersebut agar selalu

memperhatikan Fal-hal sebagai berikut:

1. Menratuhi UU Perbankan No 10 tahun 1998 serla ketentuan intern Bank Syariah
Mandiri yang mzanyangkut prinsip-prinsip kerahasiaan bank.

Data yang diperoleh semata-maia untuk kepentingan ilmian dan tidak dlpefkenankan
menyebarluaskannya kepada pihak lain. ,
Peserta riset tidak diperkenankan memfotocopy data dan atau dokumen nasabah
untuk kepentingan pribadi.

Jangka wakiu riset selama + 2 (dua) minggu dan bila diperlukan dapat diperpanjang
dengan jangka waktu maksimal 1 (salu) bulan.

Di bawah bimbingan dan pengawasan seorang pejabat bank.

Setelah selesai riset, peserta agar menyerahkan 1 (satu) buah copy hasi! riset yang
telah diperiksa/disetujui oleh pembimbing dan pejabat Bank Syariah Mandiri.
Peserta wajib menandatangani Surat Pemyataan bermeterai (terlampir). /

—

N o0 s+ w0 W

Demikian kami sampalkan,
Wassalamu'alaikuin Wr. Wb.
PT BANK SYARIAA MANDIRI

IVISI SUMBERDAYA INSANIwa: }- ) \/

Hérmansyah
Pj. Wakil Kepala Civ.si

whamLtyarahemesdin co il
Efektifitas pemberian..., Susiana Sudirman, FH Ul, 2008



SURAT PERNYATAAN

Saya vang bertanda tangan di bawah i

Nam3 Sustana -5+

Perguruan Tinggi/Univ./Sekolah . universitas Indonesia

Alamat PT/Univ./Sekolah Kampus V1 - Farviiac Huwom, pepoK

Nomor Telepon . O -2p1UoTeY /CHE623242950

Menghadap pejabat Bank Syariah Manduri :

Pronowo A ai

Nam.a
Jabatan . Wanager Warxeting
Alimat - 3\. Miargonda  Raya  Nomor 42

peEPOr

Dalam rangka melaksanakan riset/penelitian 1lmi1ah/magang dengan Judul Tesis/Skripsi
EFERTIFITAC PEMEERIAN JAMINAN  PROA ARKTR  (CALAM TRANSAKS) PGRehmmu SYARIAY-

LeETutdn me YROA py. QRNK mmt\rm MPrNo\m cAb . DEPOK )

di PT Bank Syariah Mandwi, _<AYmMg DEPOK e . dengan ini

menyatakan sanggup untuk memenuhi ketentuan - I\ctcniuan sbb

-

1 Bahwa tujuan rlset/penclltian/Survey/n)Ag].mg ini adalah semata - mata uniuk
kepetluan penalisan karya ilmiah dan tidak akan mempergunakannya kecual untuk
kepentingan tisb serta bersedia untuk tetap merahasiakan setiap informas yang
dlperoleh dari PT. Bank Sayarizh Manditt dan pthak - plhak yang berkepentingan.

2. Tidak melarnggar ketentuan menyangkut rahasia Bank sesuat dengan Undang -
Undang No 10 tahun 1998 serta ketentuan intern PT Bank Syariah Mandin.

3 Matenr riset, penel|t'an/sur\ev/maganq relevan (,c'ng’u* Legl ian Bank dan tidak
menvangio st hal-hal vang beisifat ravan dan aban membahayakan kepentingan serla

keamanan Banx
4 Dalam /ﬁ%”

Raict\ Suiat Pomvatea
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i Palam  pelaksanaan riset/penelitian/survey/magang  tdak akan menggangg
Operasional Cabang/Divisi tempat riset/penelitian/survey/magang dilaksanakan.

5. PT Bank Syariah Mandiri hanya akan memberikan jawaban atas maten yan
disampaikan oleh pemohon dan isinya telah sesuai dengan Outline tesis/skripsi yanc

telah memperoleh persetujuan PT Bank Syariah Manduri.

PT Bank Syariah Mandiri berwenwang untuk menerbitkan Surat keterangar

b.
nset,/penelitian/survey/magang, setelah sebelumnya melakukan penelitian dan
pengkajian serta telah menyakint  bahwa mater tesis/skripsi/penelitian tidak
menyimpang dan merugikan kepentingan PT Bank Syariah Mandin.

7. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar tesis/skripsi kepada Bank Syarah Mandiri Dwisi

Sumberdaya Insani JI. MH.Thamrin No.5 Jakarta 10340.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa tekanan maupun paksaan dari
phak manapun. Selanjutnya apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan atas
pelaksanaar. pernyataan - pernyataan yang telah saya buat tersebut diatas, maka saya bersedia untuk

menerima san! -4 sesuat kelentuan yanyg berfaka.

ereneyg separsnas

Hormat saya,

Mengetahui :
BANK SYARIAH MANDIRI

Retet Suray Pernyataan
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